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ABSTRAK 

DIMAS WIBISONO FIRMANSYAH. NIM: 23011084, Program Sarjana 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, tanggal 

11 Agustus 2025 “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Atas 

Keterlambatan Pengiriman Barang (Studi di Kantor Pusat JNE Lamongan)”. 

 

Menurut Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, disebutkan bahwa “Ia 

harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang 

dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu dengan 

mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman 

yang baik”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pelaksanaan 

tanggung jawab pihak perusahaan jasa ekspedisi atas keterlambatan barang serta 

untuk mengetahui upaya penyelesaian ganti rugi oleh pihak perusahaan jasa 

ekspedisi terhadap keterlambatan barang di Kantor Pusat JNE Lamongan. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum non doktrinal, pengumpulan data 

melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan Kepala Cabang dan Customer 

Service JNE Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung 

jawab JNE Pusat Lamongan atas keterlambatan barang menurut penulis telah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos yang terdapat dalam 

Pasal 28, dan pasal 31. JNE Pusat Lamongan telah melakukan tanggung jawabnya 

dengan memberikan ganti rugi terhadap keterlambatan barang milik pengguna jasa. 

Upaya hukum yang dapat ditempuh pengguna jasa JNE Pusat Lamongan atas 

keterlambatan barang yaitu dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada pihak 

JNE Pusat Lamongan melalui upaya hukum diluar pengadilan (non litigasi) maupun 

melalui upaya hukum di dalam pengadilan (litigasi). Upaya hukum melalui jalur 

pengadilan sampai saat ini belum pernah terjadi pada JNE Pusat Lamongan. 

 

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Jasa Eskpedisi, Keterlambatan Barang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia terdiri dari total 17.000 pulau. Deklarasi Juanda 

menegaskan bahwa “laut, sungai, dan danau” tidak berfungsi sebagai 

penghalang, melainkan sebagai unsur pemersatu bagi ribuan pulau dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem transportasi yang 

melibatkan sungai, danau, dan feri, yang terdiri dari armada kapal berbagai 

ukuran, telah secara signifikan meningkatkan pergerakan penumpang, barang, 

dan kendaraan antar pulau. Infrastruktur ini tidak hanya memudahkan 

pertukaran barang dan jasa, tetapi juga mendorong perdagangan antarpulau, 

merangsang sektor pariwisata, dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi 

regional, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.1 

Pertumbuhan populasi menyebabkan peningkatan intensitas 

kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia secara 

inheren memerlukan interaksi dengan orang lain, salah satu contohnya adalah 

proses jual beli. Transaksi komersial, yang mencakup aktivitas pembelian 

dan penjualan, merupakan aspek fundamental dari ekosistem perdagangan. 

Aktivitas jual beli dapat diartikan sebagai proses pertukaran, di mana uang 

ditukar dengan barang dan/atau jasa. Proses transaksi umumnya melibatkan 

interaksi langsung dan tatap muka antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

aktivitas membeli dan menjual. 

 

 

1 Susanto, Mohamad Duddy Dinantara, Moh. Sutoro, Muhamad Iqbal, Introduction to Business 

Law, Banten: Unpam Press, 2019 h.87. 
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Kemajuan teknologi terjadi dengan cepat di berbagai bidang. Salah 

satu contoh yang ilustratif adalah penggunaan internet, yang merupakan 

singkatan dari interkoneksi jaringan. Penggunaan internet memudahkan 

akses informasi dan memfasilitasi komunikasi secara efisien, cepat, dan 

hemat biaya. Internet secara signifikan meningkatkan kemampuan konsumen 

dalam memenuhi kebutuhan mereka. Konsumen tidak perlu melakukan 

perjalanan fisik; sebaliknya, mereka dapat tetap berada di tempat sambil 

menggunakan media elektronik untuk mengakses produk yang ditawarkan 

oleh pedagang secara online. Setelah konsumen setuju untuk membeli barang 

melalui internet, pedagang akan memfasilitasi pengiriman produk ke alamat 

yang ditentukan oleh konsumen melalui layanan pengiriman yang sesuai. 

Pemanfaatan layanan pengiriman barang telah menjadi komponen 

penting bagi individu yang terlibat dalam aktivitas bisnis atau bagi mereka 

yang ingin mengirim barang ke berbagai lokasi. Layanan pengiriman barang 

merupakan permintaan yang signifikan di masyarakat, terutama dalam 

konteks aktivitas jual beli yang terjadi di jarak yang cukup jauh. Keterlibatan 

perusahaan pengiriman barang secara signifikan meningkatkan efisiensi 

proses jual beli dengan efektif mengurangi waktu dan biaya yang terkait 

dengan logistik2. Pengiriman barang dari pengirim ke penerima dapat 

diklasifikasikan sebagai perjanjian pengangkutan. 

Proses berdagang, yang mencakup pembelian dan penjualan barang 

dan jasa, merupakan interaksi fundamental yang esensial untuk pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia. Salah satu aspek dari fenomena ini adalah aktivitas 

 

2 Ridwan Khairandy, Principles of Indonesian Trade Law, Yogyakarta: FH UII Press, 2013 h. 375. 
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jual beli, yang merupakan komponen integral dari lanskap perdagangan. 

Tindakan jual beli dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran, di mana 

uang ditukar dengan barang dan/atau jasa. Proses transaksi biasanya 

melibatkan interaksi langsung dan tatap muka antara pihak-pihak yang 

terlibat. 

Industri transportasi modern saat ini mengalami pertumbuhan yang 

signifikan, sebagaimana dibuktikan oleh meningkatnya volume transaksi 

perdagangan yang melampaui batas antarwilayah atau regional. 

Memfasilitasi transaksi perdagangan antarwilayah memerlukan penggunaan 

layanan transportasi dan ekspedisi. 

Dalam bidang transportasi, seorang ekspeditor didefinisikan sebagai 

individu yang bertujuan untuk memfasilitasi layanan bisnis yang berkaitan 

dengan pengangkutan dan pengiriman barang. Ekspeditor bertindak sebagai 

perantara, memfasilitasi layanan bagi baik penumpang maupun angkutan 

barang. Dalam pelaksanaan tugasnya, ekspeditor diwajibkan untuk 

memastikan pengiriman barang dan barang yang dipercayakan kepadanya 

dilakukan dengan tertib dan tepat waktu, sambil mempertimbangkan semua 

metode yang tersedia untuk memfasilitasi hasil pengiriman yang optimal. 

Perjanjian ekspedisi merupakan kesepakatan bilateral antara ekspeditor dan 

pengirim barang, di mana ekspeditor berkomitmen untuk menyediakan carrier 

yang sesuai untuk pengirim barang, sementara pengirim barang setuju untuk 

membayar kompensasi kepada ekspeditor atas layanan yang diberikan3. 

Pemanfaatan layanan angkutan barang telah menjadi komponen 

 

3 Abdul Kadir Muhammad, Law of Land, Sea and Air Expeditions, Pt. Citra Aditya, Bandung, 

1991, h. 4 



4 
 

 

 

penting bagi masyarakat dalam melaksanakan operasional bisnis atau 

memfasilitasi pengiriman barang ke lokasi yang ditentukan. Transportasi 

dibagi menjadi tiga jenis yang berbeda: angkutan darat, angkutan air, dan 

angkutan udara. Setiap jenis transportasi ini mampu memfasilitasi pergerakan 

orang, barang, dan jasa. 

Transportasi, sebagaimana dijelaskan oleh H.M.N Purwosutjipto, 

merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim. Dalam 

perjanjian ini, pengangkut berkomitmen untuk mengatur pengangkutan 

barang dan/atau orang dari satu lokasi ke tujuan yang telah ditentukan dengan 

aman, sementara pengirim setuju untuk membayar biaya pengangkutan 

kepada pengangkut. 

Dalam kerangka ini, transportasi berperan sebagai layanan yang luas 

digunakan dalam pelaksanaan aktivitas jual beli yang mencakup jarak yang 

luas. Meskipun transportasi dan perdagangan mungkin mewakili konsep yang 

berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan dasarnya, yaitu 

memfasilitasi pergerakan barang sebagai komoditas, yang dimulai melalui 

kesepakatan bersama. 

Sektor transportasi terdiri dari kerangka hak dan kewajiban, 

terutama yang berkaitan dengan hubungan antara pengangkut dan pengirim 

barang. Hubungan ini muncul sebagai konsekuensi dari tindakan, peristiwa, 

atau kondisi yang melekat dalam proses transportasi. Selama proses 

transportasi, pengangkut secara fundamental bertanggung jawab atas 

keamanan barang yang diangkut, suatu kewajiban yang menjadi tanggung 

jawab perusahaan transportasi barang. Tanggung jawab utama pengangkut 
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adalah m$e$m$astikan ke$am$anan barang atau pe$num$pang se$lam$a pe$rjalanan 

hingga tiba di tujuan yang dite$ntukan. Se$lain itu, pe$ngangkut be$rhak atas 

biaya transportasi yang tim$bul dalam$ pe$nye$le$nggaraan layanan ini. 

Pe$num$pang atau pe$ngirim$ barang wajib m$e$m$bayar biaya transportasi se$suai 

de$ngan ke$se$pakatan de$ngan pe$ngangkut. 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum$ Pe$rdata m$e$nde$finisikan 

pe$rjanjian se$bagai “suatu pe$rbuatan, di m$ana satu atau le$bih orang 

m$e$ningkatkan ke$dudukannya te$rhadap satu atau le$bih orang lain." 

Sube$kti m$e$nje$laskan bahwa pe$rjanjian m$e$rupakan suatu pe$ristiwa di 

m$ana satu pihak be$rkom$itm$e$n ke$pada pihak lain, atau di m$ana dua pihak 

se$cara be$rsam$a-sam$a be$rjanji untuk m$e$laksanakan suatu hal te$rte$ntu. 

Pe$rusahaan e$kspe$disi m$e$rujuk pada e$ntitas yang te$rlibat dalam$ pe$ngangkutan 

barang dan/atau orang. Hal ini m$e$ncakup baik organisasi yang diakui se$cara 

hukum$ m$aupun usaha inform$al, se$rta ope$rator individu. Purwonsutjipto 

m$e$m$be$dakan antara pe$rusahaan e$kspe$disi dan pe$ngusaha transportasi, 

khususnya m$e$ngide$ntifikasi individu yang m$e$ne$rim$a barang te$rte$ntu untuk 

diangkut de$ngan im$balan biaya transportasi yang te$lah dite$ntukan, tanpa 

be$rkom$itm$e$n untuk m$e$laksanakan e$kspe$disi itu se$ndiri4. 

JNE$ E$xpre$ss m$e$rupakan pe$rusahaan te$rke$m$uka di industri layanan 

logistik, m$e$nye$diakan solusi pe$ngirim$an yang m$e$ncakup se$luruh wilayah 

ke$pulauan Indone$sia. JNE$ E$xpre$ss m$e$njadi contoh kasus yang m$e$nonjol di 

se$ktor logistik, m$e$m$anfaatkan ke$m$ajuan te$knologi untuk m$e$nawarkan 

be$rbagai layanan pe$ngirim$an, se$hingga m$e$m$udahkan distribusi barang dan 

 

4 Abdul Kadir M$uham$m$ad, Land, Se$a and Air E$xpe$dition Law, Pt. Citra Aditya, Bandung, 2021 h. 

4 
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dokum$e$n ke$ se$m$ua wilayah yang dilayani ole$h JNE$ E$xpre$ss. JNE$ E$xpre$ss 

m$e$m$iliki jaringan yang m$e$ncakup e$nam$ ne$gara di kawasan Asia Te$nggara, 

te$rm$asuk Indone$sia. 

Pe$rusahaan jasa e$kspe$disi m$e$nunjukkan kore$lasi yang signifikan 

de$ngan tugas-tugas age$n pe$ngirim$an barang, te$rutam$a dalam$ hal 

m$e$m$fasilitasi layanan yang te$rkait de$ngan pe$ngangkutan barang antar lokasi 

yang be$rbe$da. Age$n pe$ngirim$an barang m$e$m$e$nuhi ke$wajibannya untuk 

m$e$ngirim$kan barang de$ngan m$e$nye$diakan layanan optim$al ke$pada klie$nnya. 

Pe$ngirim$an barang dari pe$ngirim$ ke$ pe$ne$rim$a dapat diklasifikasikan se$bagai 

pe$rjanjian pe$ngangkutan. 

Pe$rjanjian angkutan yang dise$pakati antara para pihak yang te$rlibat 

akan m$e$ne$tapkan struktur tanggung jawab dan hak yang harus dipatuhi 

se$lam$a pe$laksanaan prose$dur angkutan. Pe$rjanjian angkutan te$rse$but 

m$e$ngatur hak dan ke$wajiban tim$bal balik para pihak yang te$rlibat dalam$ 

pe$rjanjian. Pihak pe$ngangkut be$rtanggung jawab atas pe$ngangkutan barang 

se$cara am$an dari satu lokasi ke$ lokasi lain, se$m$e$ntara pe$ngguna jasa wajib 

m$e$m$bayar biaya angkutan ke$pada pihak pe$ngangkut se$suai de$ngan ke$te$ntuan 

yang te$rcantum$ dalam$ pe$rjanjian kontrak atas jasa yang dibe$rikan5. 

Sangat pe$nting untuk m$e$nyadari bahwa, m$e$skipun layanan 

pe$ngirim$an e$kspre$s m$e$nawarkan ke$nyam$anan yang signifikan, te$rdapat 

tantangan yang m$e$le$kat pada prose$s pe$ngirim$an yang dapat m$e$ngakibatkan 

ke$rugian bagi konsum$e$n. Se$ringkali dite$m$ukan bahwa barang yang dikirim$ 

dapat tiba di tujuan akhir le$bih lam$bat dari yang diharapkan, m$e$ngalam$i 

 

5 M$.N.. Purwosutjipto, Basic Unde$rstanding of Indone$sian Trade$ Law 3 E$xpe$dition Law, 

Djam$batan, Jakarta, 2003, h. 1 
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ke$rusakan, atau bahkan hilang saat tiba. Se$lain itu, kondisi barang m$ungkin 

tidak se$suai de$ngan statusnya pada saat pe$ngirim$an6. 

Ke$te$ntuan m$e$nge$nai ke$rusakan dan ke$hilangan barang yang 

te$rlam$bat yang dite$tapkan ole$h pe$rusahaan jasa pe$ngirim$an harus se$suai 

de$ngan pe$raturan yang te$rcantum$ dalam$ Pasal 87 KUHD (Kode$ Dagang). 

Pasal ini m$e$ne$gaskan bahwa pe$rusahaan be$rtanggung jawab untuk 

m$e$m$astikan pe$ngirim$an barang dan barang yang dipe$rcayakan ke$padanya 

dilakukan se$cara siste$m$atis dan te$pat waktu, de$ngan m$e$m$pe$rtim$bangkan 

se$m$ua langkah yang layak untuk m$e$m$fasilitasi pe$ngirim$an yang te$pat. 

Se$lain itu, Pasal 88 KUHD m$e$ngatur bahwa se$se$orang be$rtanggung 

jawab atas se$gala ke$rusakan atau ke$rugian barang dan barang dagangan yang 

te$rjadi se$te$lah pe$nye$rahan, de$ngan syarat bahwa ke$rusakan atau ke$rugian 

te$rse$but dise$babkan ole$h ke$lalaian atau ke$salahan m$e$re$ka7. 

Pasal 19 Undang-Undang Nom$or 8 Tahun 1999 te$ntang Pe$rlindungan 

Konsum$e$n m$e$ngatur dalam$ ayat (1) se$bagai be$rikut: Ayat (1) bahwa pe$laku 

usaha be$rtanggung jawab untuk m$e$m$be$rikan ganti rugi atas ke$rugian, 

pe$nce$m$aran, dan/atau ke$rugian yang dialam$i ole$h konsum$e$n akibat konsum$si 

barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dipe$rdagangkan ole$h m$e$re$ka. 

Bagian 2 m$e$nyatakan bahwa “Ganti rugi, se$bagaim$ana dim$aksud 

dalam$ ayat (1), dapat be$rupa pe$nge$m$balian uang atau pe$nggantian barang 

dan/atau jasa yang se$tara atau se$je$nis, atau pe$layanan ke$se$hatan dan/atau ganti 

 

 

6 Iskandar Abubakar, e$t. al, Fe$rry Transportation An Introduction, Jakarta: Rajawali Pe$rs, Ce$t. 1, 

2013 h. 6. 
7 Fida Am$ira, Re$sponsibility of E$xpe$ditionary Fre$ight Forwarde$rs for Loss and/or Dam$age$ to 

Goods Base$d on Law Num$be$r 38 of 2009 conce$rning Post (Case$ Study at Solo Post Office$), Vol. 

IV, No. 1, 2016 h. 118 
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rugi se$suai de$ngan ke$te$ntuan pe$raturan pe$rundang-undangan yang be$rlaku." 

Se$suai de$ngan Undang-Undang Nom$or 8 Tahun 1999 te$ntang 

Pe$rlindungan Konsum$e$n, pe$rusahaan jasa pe$ngirim$an wajib be$rtanggung 

jawab atas se$gala ke$rusakan atau ke$hilangan barang konsum$e$n yang te$rjadi 

se$lam$a prose$s pe$ngirim$an. Situasi ini m$e$nim$bulkan ke$rugian bagi pe$ngguna 

jasa, yang te$lah m$e$ngalokasikan se$jum$lah uang te$rte$ntu untuk m$e$m$pe$role$h 

jasa yang dim$aksud. Inve$stasi ini m$e$ngandung harapan im$plisit bahwa barang 

yang dikirim$kan akan sam$pai di tujuan dalam$ kondisi yang sam$a baiknya 

se$pe$rti saat dikirim$

8. 

Dalam$ ke$rangka ini, konsum$e$n, yang dianggap m$e$m$iliki posisi 

hukum$ yang re$latif le$bih le$m$ah, m$e$m$e$rlukan pe$rlindungan yang le$bih be$sar. 

Se$bagai akibatnya, re$form$asi hukum$ te$rkait tanggung jawab produse$n, 

khususnya dalam$ bidang tanggung jawab produk, dibe$rlakukan untuk 

m$e$ningkatkan e$fisie$nsi prose$s ganti rugi bagi konsum$e$n yang m$e$ngalam$i 

ke$rugian. Pe$ngakuan produse$n atau e$ntitas bisnis m$e$nge$nai tanggung jawab 

hukum$ m$e$re$ka, khususnya te$rkait tanggung jawab produk, e$rat kaitannya 

de$ngan isu pe$rlindungan konsum$e$n, te$rutam$a yang be$rkaitan de$ngan 

ke$am$anan dan ke$se$lam$atan konsum$e$n. Ke$tidakcukupan pe$raturan pe$rundang- 

undangan yang m$e$ngatur pe$rusahaan jasa e$kspe$disi saat ini be$rkontribusi 

pada ke$tidakpastian hukum$ bagi para pihak yang te$rlibat dalam$ pe$rjanjian 

angkutan. 

 

 

 

 

 

8 Anak Agung Bagus Baskara, e$t.al, Re$sponsibility of J&T E$xpre$ss in the$ E$ve$nt of Dam$age$ in the$ 

Transport of Goods, Vol. 8, No. 2,2020 h. 20 
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Be$rdasarkan uraian diatas, se$hingga m$e$njadi alasan pe$nulis untuk 

m$e$lakukan pe$ne$litian de$ngan judul “TANGGUNG JAWAB 

PERUSAHAAN  JASA  EKSPEDISI  ATAS  KETERLAMBATAN 

PENGIRIMAN BARANG (Studi di Kantor Pusat JNE Lamongan)’’. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Dari latar be$lakang di atas, m$aka pe$ne$liti m$e$ngam$bil 

pe$rm$asalahan se$bagai be$rikut : 

1. Apa m$e$tode$ yang digunakan untuk m$e$ne$gakkan pe$rtanggungjawaban atas 

ke$te$rlam$batan pe$ngirim$an barang ole$h pe$rusahaan jasa e$kspe$disi di 

Kantor Pusat JNE$ Lam$ongan? 

2. Apa langkah-langkah yang diam$bil ole$h pe$rusahaan jasa e$kspe$disi untuk 

m$e$nangani kom$pe$nsasi te$rkait ke$te$rlam$batan pe$ngirim$an barang di 

Kantor Pusat JNE$ Lam$ongan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Se$tiap pe$ne$litian te$ntu m$e$m$iliki tujuan yang ingin dicapai. De$m$ikian 

pula de$ngan pe$ne$litian ini. Tujuan dari pe$ne$litian ini adalah: 

1. Untuk m$e$nye$lidiki be$ntuk-be$ntuk pe$rtanggungjawaban pe$rusahaan jasa 

pe$ngirim$an barang te$rkait ke$te$rlam$batan pe$ngirim$an barang di Kantor 

Pusat JNE$ Lam$ongan. 

2. Untuk m$e$nye$lidiki langkah-langkah yang diam$bil ole$h pe$rusahaan jasa 

pe$ngirim$an barang untuk m$e$nangani kom$pe$nsasi atas ke$te$rlam$batan 

pe$ngirim$an barang di Kantor Pusat JNE$ Lam$ongan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 

M$anfaat pe$ne$litian ini adalah: 

 

1. M$anfaat Te$ore$tis 

 

a)  Pe$ne$litian ini be$rtujuan untuk be$rkontribusi pada pe$nge$m$bangan 

pe$nge$tahuan dalam$ bidang ilm$u hukum$ se$cara luas, de$ngan fokus khusus 

pada hukum$ pe$rdagangan dan konsum$e$n. 

b) Pe$ne$litian ini be$rtujuan untuk m$e$m$be$rikan wawasan dan pe$m$aham$an 

tam$bahan ke$pada pe$m$angku ke$pe$ntingan yang te$rlibat dalam$ isu yang 

dite$liti, se$rta ke$pada e$ntitas lain yang m$e$m$iliki m$inat dalam$ hal yang sam$a. 

2. M$anfaat Praktis 

 

a) Pe$ne$litian ini be$rtujuan untuk m$e$ningkatkan ke$m$am$puan be$rargum$e$n, 

m$e$num$buhkan pola pikir yang dinam$is, dan m$e$nge$valuasi ke$m$am$puan 

pe$nulis dalam$ m$e$ne$rapkan pe$nge$tahuan hukum$ yang dipe$role$h se$lam$a 

pe$rjalanan akade$m$iknya. 

b) M$e$ningkatkan pe$m$aham$an pe$nulis te$ntang prinsip-prinsip ilm$iah, 

khususnya dalam$ ke$rangka hukum$, dan se$cara khusus m$e$nge$nai tanggung jawab 

pe$rusahaan jasa pe$ngirim$an ce$pat atas ke$te$rlam$batan yang m$e$nye$babkan ke$rusakan 

dan ke$rugian barang di Kantor Pusat JNE$ Lam$ongan. 1.5. Orisinalitas Penelitian 

Guna m$e$nce$gah adanya plagiarism$e$ dalam$ pe$nulisan skripsi, m$aka pe$rlu 

m$e$ne$lusuri m$e$lalui jaringan inte$rne$t pe$ne$litian te$rdahulu (se$be$lum$nya) se$hingga 

dapat dijadikan bahan pe$m$banding de$ngan pe$ne$litian saya ini. Adapun pe$ne$litian 

te$rdahulu yang dike$m$ukakan di sini se$bagaim$ana dalam$ tabe$l be$rikut : 
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Tabel 1.1. Hasil Pe$ne$litian dari Pe$ne$liti Te$rdahulu 

 

No. Nam$a Pe$nulis Pe$rguruan Tinggi 

(PTN/PTS) 

Ke$te$rangan 

(Substansi Kajian) 

1 Priescillia 

Mariana 

Fakultas Hukum$ 

Unive$rsitas Pattim$ura, 

Judul Skripsi : 

Tanggung Jawab Pihak E$kspe$disi 

 Palapessy1 Am$bon, Indone$sia. Dalam$ Transaksi Pe$ngirim$an 

   Barang 

   Permasalahan 

M$arke$tplace$ be$ke$rja sam$a de$ngan 

   pihak e$kspe$disi se$bagai jasa 

   pe$ngirim$an barang untuk 

   m$e$m$udahkan pe$njual dalam$ 

   m$e$ngirim$kan pe$sanan pe$m$be$li. 

   Prose$s pe$ngirim$an barang tidak 

   se$lam$anya be$rjalan de$ngan lancar, 

   ada be$rbagai m$asalah um$um$ yang 

   biasa te$rjadi dalam$ prose$s 

   pe$ngirim$an barang ole$h pihak 

   e$kspe$disi. Hal ini te$ntu 

   m$e$nim$bulkan ke$tidakpe$rcayaan 

   pe$ngguna jasa te$rhadap tanggung 

   jawab pihak e$kspe$disi. 

   Hasil Penelitian 

Hasil pe$ne$litian m$e$nunjukan 

   bahwa jika dalam$ prose$s 

   pe$ngirim$an barang te$rdapat 

   pe$langgaran atau ke$lalaian yang 

   dise$babkan pihak e$kspe$disi, m$aka 

   e$kspe$disi  se$bagai  pe$laku  usaha 

   akan m$e$m$be$ri ganti rugi, hal ini 

   se$suai de$ngan Pasal 1366 KUH 

   Pe$rdata. Tindakan wanpre$stasi 
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   ole$h pihak e$kspe$disi dalam$ 

pe$ngirim$an barang dise$babkan 

ole$h faktor inte$rnal m$aupun 

e$kste$rnal yang m$e$m$buat e$kspe$disi 

harus  be$rtanggung  jawab  atas 

ke$rugian yang ditim$bulkannya. 

2 Cut Fazia 

Junina 

M$ahasiswa Fakultas 

Hukum$ Unive$rsitas 

Judul Skripsi : 

TANGGUNG JAWAB 

  Syiah Kuala Jl. Putro PERUSAHAAN JASA 

  Phang No 1 Darussalam$, PENGIRIMAN TERHADAP 

  Banda Ace$h WANPRESTASI RUSAKNYA 

   BARANG (Suatu Penelitian di 

   PT Global Jet Express/J&T 

   Express Banda Aceh) 

    

Permasalahan 

Bagaim$ana be$ntuk dari 

   tanggungjawab  te$rhadap  adanya 

   ke$rusakan dan/atau ke$hilangan 

   dalam$ prose$s pe$ngirim$an barang 

   adalah adanya kom$pe$nsasi (ganti 

   rugi) atas ke$hilangan atau 

   rusaknya barang te$rse$but 

   
Hasil Penelitian 

Be$rdasakan pe$ne$litian yang 

   dilaksanakan ke$pada pihak J&T 

   E$xpre$ss Kota Banda Ace$h, 

   dije$laskan bahwa pada bidang 

   pe$layanan pe$ngirim$an barang dan 

   atau dokum$e$n, pe$rusahaan se$ndiri 

   m$e$m$iliki asas ke$pe$rcayaan ke$pada 
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   pihak pe$ngangkut se$hingga 

ke$rugian yang dialam$i konsum$e$n 

be$lum$ te$ntu m$urni dari pihak J&T 

E$xpre$ss nam$un ke$m$ungkinan 

barang te$rse$but sudah m$e$ngalam$i 

ke$rusakan duluan se$jak be$rada 

dalam$ pe$ngangkutan. Walaupun 

de$m$ikian, pe$rusahaan pe$ngirim$an 

barang te$tap m$e$njalani hubungan 

hukum$ antara pe$ngirim$ dan pihak 

pe$ngangkut yang pada saat 

se$be$lum$nya ke$dua pihak te$rse$but 

sudah m$e$m$buat kontrak te$rtulis 

se$jak pe$rtam$a kali konsum$e$n 

m$e$lakukan pe$ngirim$an barang dan 

m$e$m$bayar jasa pe$ngirim$an 

te$rse$but, se$hingga dalam$ hal 

pe$gangkutan atau pe$ngirim$an, jika 

pihak konsum$e$n m$e$ndapatkan 

barang yang dikirim$ m$e$ngalam$i 

ke$rusakan saat dalam$ pe$rjalanan, 

m$aka hal te$rse$but dinyatakan 

wanpre$stasi dari pihak 

pe$rusahaan. 

 

Skirpsi yang ditulis M$ariana Palape$ssy dari fakultas Hukum$ Unive$rsitas Pattim$ura, 

Am$bon, Indone$sia. Pokok pe$rm$asalahan prose$s pe$ngirim$an barang tidak se$lam$anya 

be$rjalan de$ngan lancar, ada be$rbagai m$asalah um$um$ yang 
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biasa te$rjadi dalam$ prose$s pe$ngirim$an barang ole$h pihak e$kspe$disi, ganti rugi se$suai 

de$ngan Pasal 1366 KUH Pe$rdata.Fokus pada Se$m$e$ntara itu skripsi yang ditulis Cut 

Fazia Junina dari Fakultas Hukum$ Unive$rsitas Syiah Kuala Jl. Putro Phang No 1 

Darussalam$, Banda Ace$h. Bagaim$ana be$ntuk dari tanggungjawab te$rhadap adanya 

ke$rusakan dan/atau ke$hilangan dalam$ prose$s pe$ngirim$an barang adalah adanya 

kom$pe$nsasi (ganti rugi) atas ke$hilangan atau rusaknya barang te$rse$but. Adapun 

judul pe$ne$litian saya adalah “Tanggung Jawab Pe$rusahaan Jasa E$spe$disi Aatas 

Ke$te$rlam$batan Pe$ngirim$an Barang” m$e$nye$lidiki langkah-langkah yang diam$bil 

ole$h pe$rusahaan jasa pe$ngirim$an barang untuk m$e$nangani kom$pe$nsasi atas 

ke$te$rlam$batan pe$ngirim$an barang di Kantor Pusat JNE$ Lam$ongan. 

1.5. Metode penelitian 

 

a. Tipe Penelitian 

 

Pe$ne$litian hukum$ m$e$rupakan suatu pe$nye$lidikan yang be$rfokus pada 

m$ate$ri hukum$, m$e$ncakup studi ilm$iah te$ntang hukum$ dan pe$m$e$riksaan 

aturan-aturan norm$atif, se$rta e$ksplorasi hukum$ yang re$le$van de$ngan 

pe$rilaku sosial dan ke$hidupan be$rm$asyarakat. M$e$nurut Soe$rjono Soe$kanto, 

pe$ne$litian hukum$ m$e$rupakan upaya ilm$iah yang m$e$nggunakan m$e$todologi 

khusus, pe$nde$katan siste$m$atis, dan pe$nalaran analitis untuk m$e$nye$lidiki 

satu atau le$bih fe$nom$e$na hukum$ yang be$rbe$da m$e$lalui analisis yang 

m$e$ndalam$.9 

Pe$ne$litian ini m$e$nggunakan m$e$tode$ e$m$piris yuridis dan sosiologis 

hukum$, de$ngan fokus pada analisis ke$te$ntuan hukum$ yang be$rlaku be$rsam$a 

 

9 Soe$rjonoSoe$kanto, 2003, Pe$ngantar Pe$ne$litian Hukum$, Jakarta: Rine$ka Cipta. 

hal. 43. 
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de$ngan re$alitas yang diam$ati dalam$ m$asyarakat. Pada dasarnya, pe$ne$litian ini 

m$e$libatkan pe$nye$lidikan te$rhadap kondisi aktual yang be$rlaku di m$asyarakat, 

be$rtujuan untuk m$e$ngungkap fakta dan data yang dipe$rlukan. Se$te$lah 

pe$ngum$pulan data yang dipe$rlukan, pe$ne$litian dilanjutkan de$ngan ide$ntifikasi 

m$asalah, yang pada akhirnya m$e$m$fasilitasi prose$s pe$m$e$cahan m$asalah.10 

b. Pendekatan 

 

 

1 Dalam$  bidang  pe$ne$litian  hukum$,  te$rdapat  be$rbagai  m$e$todologi. 

Pe$nde$katan ini m$e$m$ungkinkan pe$ne$liti untuk m$e$ngum$pulkan inform$asi 

dari be$rbagai pe$rspe$ktif te$rkait m$asalah yang se$dang dite$liti. 

2 Pe$ne$litian ini m$e$nggunakan m$e$tode$ pe$nde$katan e$m$piris yuridis untuk 

m$e$ngatasi m$asalah yang dihadapi. Ke$rangka hukum$ yang diusulkan 

m$e$m$andang hukum$ se$bagai standar norm$atif (das solle$n), kare$na 

pe$ne$litian ini m$e$ngkaji m$asalah yang ada m$e$lalui analisis bahan hukum$, 

te$rm$asuk undang-undang yang te$rkodifikasi dan hukum$ adat, se$rta 

sum$be$r-sum$be$r inform$asi hukum$ prim$e$r, se$kunde$r, dan te$rsie$r. 

3 Pe$nde$katan e$m$piris m$e$m$andang hukum$ se$bagai re$alitas sosial, budaya, 

atau e$ksiste$nsial, kare$na pe$ne$litian ini m$e$nggunakan data prim$e$r yang 

dikum$pulkan langsung dari lokasi pe$ne$litian. Pe$nde$katan e$m$piris yuridis 

yang digunakan dalam$ pe$ne$litian ini m$e$libatkan analisis m$asalah yang 

diform$ulasikan m$e$lalui inte$grasi bahan hukum$, te$rm$asuk sum$be$r prim$e$r, 

se$kunde$r, dan te$rsie$r. 

 

 

 
10Am$iruddin dan Zainal Asikin. 2006, Pe$ngantar M$e$tode$ Pe$ne$litian Hukum$. 

Jakarta: PT. Raja GrafindoPe$rsada, hal. 16. 
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4 Pe$nde$katan e$m$piris yuridis yang digunakan dalam$ pe$ne$litian ini 

m$e$libatkan analisis m$asalah yang dirum$uskan m$e$lalui inte$grasi bahan 

hukum$, m$e$ncakup sum$be$r prim$e$r, se$kunde$r, dan te$rsie$r (yang te$rakhir 

diklasifikasikan se$bagai data se$kunde$r). Hal ini dile$ngkapi de$ngan data 

prim$e$r yang dipe$role$h di lapangan m$e$lalui pe$ngam$atan te$rhadap obje$k 

pe$ne$litian, se$rta pe$nge$m$bangan daftar opsi jawaban be$rdasarkan 

pe$rtanyaan yang dibe$rikan.11 

 

Pe$ne$litian ini be$rsifat de$skriptif, yaitu pe$ne$litian yang m$e$ngungkapkan 

pe$raturan pe$rundang-undangan yang be$rkaitan de$ngan te$ori-te$ori hukum$ 

yang m$e$njadi obje$k pe$ne$litian dan hukum$ dalam$ pe$laksanaannya didalam$ 

m$asyarakat yang be$rke$naan de$ngan obje$k pe$ne$litian. Pe$ne$litian yang be$rsifat 

de$skripstif m$e$nguraikan sifat dan fakta yang se$be$narnya dari suatu obje$k 

pe$ne$litian untuk m$e$nggam$barkan se$cara te$pat sifat-sifat suatu individu, 

ke$adaan, ge$jala atau ke$lom$pok te$rte$ntu, atau untuk m$e$ne$ntukan ada tidaknya 

hubungan antara suatu ge$jala de$ngan ge$jala lain dalam$ m$asyarakat. 

C. Sumber bahan hukum 

 

Asal usul data m$e$rujuk pada lokasi atau e$ntitas dari m$ana data 

dipe$role$h. Sum$be$r data dan kate$gori yang akan digunakan dalam$ 

pe$nyusunan te$sis ini diklasifikasikan ke$ dalam$ dua ke$lom$pok yang be$rbe$da, 

yaitu: 

1. Sum$be$r hukum$ prim$e$r 

 

a. Data prim$e$r m$e$rujuk pada inform$asi yang dikum$pulkan langsung dari 
 

 

11 Abdulkadir M$uham$m$ad. 2004. Hukum$ dan Pe$ne$litian Hukum$. Ce$t. 1. Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52 
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sum$be$r asli. Data prim$e$r m$e$rujuk pada inform$asi yang dipe$role$h 

langsung m$e$lalui wawancara de$ngan sum$be$r, be$rtujuan untuk 

m$e$ngum$pulkan data yang re$le$van de$ngan m$asalah yang se$dang dite$liti.12 

b. Sum$be$r hukum$ se$kunde$r 

 

Data se$kunde$r m$e$rupakan publikasi hukum$ yang tidak m$e$m$e$nuhi 

syarat se$bagai dokum$e$n re$sm$i. Publikasi hukum$ m$e$ncakup be$rbagai form$at, 

te$rm$asuk buku te$ks, kam$us hukum$, jurnal hukum$, dan kom$e$ntar, se$rta te$sis 

dan dise$rtasi.13 

Data yang dipe$role$h dari hasil pe$ne$litian pe$rpustakaan m$e$ncakup 

studi lite$ratur yang kom$pre$he$nsif, yang m$e$liputi pe$m$e$riksaan dokum$e$n, 

arsip, dan lite$ratur yang re$le$van. Prose$s ini m$e$ncakup analisis aspe$k te$ore$tis 

yang be$rkaitan de$ngan topik pe$nulisan, se$rta e$ksplorasi ilm$u hukum$, yang 

m$e$ncakup be$rbagai bahan hukum$: 

1. Bahan Hukum$ Prim$e$r, yang m$e$liputi: 

 

a) Kitab Undang-Undang Hukum$ Pe$rdata (KUHPe$rdata). 

 

b) Kitab Undang-Undang Hukum$ Dagang (KUHD). 

 

c) Undang-Undang Nom$or 8 Tahun 1981 te$ntang Hukum$ Acara Pidana 

(KUHAP). 

d) Undang-Undang Nom$or 8 Tahun 1999 te$ntang Pe$rlindungan Konsum$e$n 

 

e) Undang-Undang Nom$or 22 Tahun 2009 te$ntang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

2. Bahan hukum$ se$kunde$r m$e$rujuk pada sum$be$r-sum$be$r yang m$e$nje$laskan 

 

12 Soe$rjono Soe$kanto, 2004. Pe$ne$litian Hukum$ Norm$atif. Jakarta: Rajawali Pre$ss. hal. 12 
13 Abdulkadir M$uham$m$ad, 2004. Hukum$ dan Pe$ne$litian Hukum$, Bandung: 

Citra Aditya Bakti, hal. 192. 
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bahan hukum$ prim$e$r, te$rm$asuk pe$raturan pe$laksana dan pe$raturan te$knis 

yang re$le$van de$ngan m$ate$ri yang dibahas. 

Bahan hukum$ te$rsie$r m$e$rujuk pada sum$be$r-sum$be$r yang m$e$le$ngkapi 

bahan hukum$ prim$e$r dan se$kunde$r, m$e$m$be$rikan pe$nje$lasan dan 

inte$rpre$tasi. Contoh sum$be$r se$m$acam$ ini adalah Kam$us Be$sar Bahasa 

Indone$sia (KBBI). 

d. Prosedur Pengumpulan bahan hukum 

Data yang dipe$role$h dari hasil tinjauan lite$ratur dan wawancara 

ke$m$udian dianalisis m$e$nggunakan m$e$tode$ be$rikut: 

a. Prose$s se$le$ksi data m$e$libatkan pe$m$e$riksaan m$e$ndalam$ te$rhadap data yang 

dipe$role$h untuk se$ge$ra m$e$ne$ntukan re$le$vansinya dan ke$se$suaiannya 

de$ngan m$asalah pe$ne$litian yang se$dang ditangani. Se$lain itu, jika te$rdapat 

data yang salah, pe$rbaikan akan dilakukan, dan data yang hilang akan 

ditam$bahkan. 

b. Klasifikasi data m$e$libatkan pe$ngorganisasian data se$cara siste$m$atis ke$ 

dalam$ kate$gori yang te$lah dite$ntukan se$be$lum$nya untuk m$e$m$astikan 

pe$ngam$bilan inform$asi yang e$se$nsial dan akurat se$suai de$ngan tujuan 

pe$ne$litian. 

c. Siste$m$atisasi 

 

Bukti E$m$piris m$e$rujuk pada pe$ngorganisasian data yang saling te$rhubung 

m$e$njadi unit yang kohe$sif dan te$rinte$grasi te$rkait de$ngan topik pe$ne$litian, 

disusun se$suai de$ngan siste$m$atika yang te$lah dite$tapkan untuk 

m$e$m$pe$rm$udah inte$rpre$tasi data. 
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Tahapan pe$ngolahan data dirancang untuk m$e$m$udahkan analisis dan 

m$e$ningkatkan ke$m$am$puan dalam$ m$e$narik ke$sim$pulan. 

e. Analisis Bahan Hukum 

Analisis data dalam$ studi ini dilakukan se$cara kualitatif, m$e$libatkan 

pe$nyajian te$m$uan m$e$lalui pe$nje$lasan dan de$skripsi yang je$las dan m$udah 

dipaham$i, se$hingga m$e$m$udahkan inte$rpre$tasi dan form$ulasi ke$sim$pulan 

untuk m$e$njawab pe$rtanyaan pe$ne$litian. Pe$nalaran induktif m$e$libatkan 

pe$narikan ke$sim$pulan dari pe$ngam$atan spe$sifik dan ke$m$udian 

m$e$ngge$ne$ralisasi te$m$uan te$rse$but. Dari be$rbagai ke$sim$pulan yang 

dipe$role$h, dapat diform$ulasikan saran-saran. 

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Skripsi 

 

Siste$m$atika pe$nulisan skripsi ini adalah : 

BAB I PE$NDAHULUAN 

Dalam$ bab ke$satu ini be$risi te$ntang latarbe$lakang m$asalah yang 

m$e$ndasari dilakuakan pe$ne$litian, ke$m$udian dibuatan rum$usan 

m$asalah, tujuan dan m$anfaat pe$ne$litian, se$lanjutnya m$e$nguraikan 

pe$ne$litian de$ngan m$e$m$aparkan hasil pe$ne$litian te$rdahulu, m$e$tode$ 

pe$ne$litian, se$rta pe$rtanggungjawaban siste$m$atika. 

BAB II PE$RTANGGUNGJAWABAN HUKUM$ 

Di dalam$ bab dua ini subbab-subbabnya akan dibahas dan diuraikan 

Te$ori Tanggung Jawab Hukum$, te$ori Pe$rjanjian pe$ngangkutan 

barang, Pihak-pihak dalam$ pe$rjanjian pe$ngangkutan, Pe$rusahaan 

E$kspe$disi dan Konsum$e$n dan Pe$laku Usaha. 

BAB III LANGKAH PE$RUSAHAAN JASA E$KSPE$DISI UNTUK 
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M$E$NANGANI KOM$PE$NSASI TE$RKAIT KE$TE$RLAM$BATAN 

PE$NGIRIM$AN BARANG 

Bab tiga be$risi hasil pe$ne$litian dan pe$m$bahasan yang dibahas se$bagai 

be$rikut: Bagaim$ana be$ntuk pe$laksanaan tanggung jawab pe$rusahaan 

jasa e$kspe$disi atas ke$te$rlam$batan barang di Kantor Pusat JNE$ 

Lam$ongan dan bagaim$ana upaya pe$nye$le$saian ganti rugi ole$h 

pe$rusahaan jasa e$kspe$disi atas ke$te$rlam$batan barang di Kantor Pusat 

JNE$ Lam$ongan. Pe$rusahaan jasa e$kspe$disi atas ke$te$rlam$batan barang 

di Kantor Pusat JNE$ Lam$ongan 

BAB IV PE$NUTUP 

 

Pada bab ini pe$nulis m$e$m$uat ke$sim$pulan dan saran-saran dari 

pe$nulisan yang dilakukan. 



 

BAB II 

 

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI 

 

2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum 

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum 

Dalam$ bidang hukum$ pidana, konse$p pe$rtanggungjawaban, yang 

se$ring dise$but se$bagai “tanggung jawab,” m$e$rupakan prinsip dasar yang 

diakui se$bagai doktrin ke$salahan. Konse$p ke$salahan dalam$ bahasa Latin 

dise$but m$e$ns re$a. Se$buah tindakan se$m$ata-m$ata tidak m$e$njadikan se$se$orang 

be$rsalah ke$cuali te$rdapat niat jahat dalam$ pikiran individu te$rse$but. Doktrin 

m$e$ns re$a didasarkan pada prinsip actus non facit re$um$ nisi m$e$ns sit re$a, yang 

be$rarti bahwa suatu tindakan tidak m$e$njadikan se$se$orang be$rsalah ke$cuali 

te$rdapat niat jahat yang se$suai dalam$ pikiran individu te$rse$but14. 

Pandangan tradisional m$e$ne$gaskan bahwa, se$lain faktor-faktor 

obje$ktif yang te$rkait de$ngan pe$langgaran tindak pidana, pe$nting untuk 

m$e$m$pe$rtim$bangkan kondisi subje$ktif atau m$e$ntal yang harus te$rpe$nuhi agar 

se$se$orang dapat dianggap be$rtanggung jawab atas pe$rbuatannya. Pe$rsyaratan 

subje$ktif ini dise$but “ke$salahan.” 

Dalam$ siste$m$ hukum$ Kontine$ntal, syarat-syarat subje$ktif 

dikate$gorikan m$e$njadi dua be$ntuk yang be$rbe$da: sifat ke$salahan, yang 

m$e$ncakup niat dan ke$lalaian, se$rta ke$m$am$puan untuk be$rtanggung jawab. 

Dalam$ ke$rangka siste$m$ hukum$ um$um$, syarat-syarat ini diinte$grasikan ke$ 

dalam$ konse$p m$e$ns re$a. Ole$h kare$na itu, konse$p tanggung jawab pidana 

be$rkaitan de$ngan pe$nilaian ke$m$am$puan se$orang te$rsangka atau te$rdakwa 

 

14 Sigit Sapto Nugroho, Hilm$a Syahrial, "Indone$sian Transport Law", Solo: Navida,2019 h. 7. 
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untuk dituntut atas tindak pidana yang te$lah te$rjadi. 10 

 

Konse$p ke$salahan, tanggung jawab, dan hukum$an se$ring dijum$pai 

dan digunakan dalam$ be$rbagai konte$ks, te$rm$asuk pe$rcakapan se$hari-hari, 

filsafat m$oral, ajaran agam$a, dan ke$rangka hukum$. Hubungan antar ke$tiga 

e$le$m$e$n ini je$las te$rlihat, kare$na m$e$re$ka se$cara m$e$ndasar be$rakar pada konte$ks 

yang sam$a, yaitu pe$langgaran te$rhadap se$pe$rangkat aturan yang te$lah 

dite$tapkan. Ke$rangka aturan ini dapat luas dan kom$ple$ks, m$e$ncakup be$rbagai 

bidang se$pe$rti hukum$ pe$rdata, hukum$ pidana, dan pe$dom$an e$tika, di antara 

lainnya15. Ke$tiga konse$p te$rse$but m$e$m$iliki ke$sam$aan dalam$ hal bahwa 

m$e$re$ka te$rdiri dari ke$rangka pe$dom$an pe$rilaku yang diikuti ole$h ke$lom$pok 

te$rte$ntu. Ke$rangka yang m$e$nghasilkan konse$p ke$salahan, tanggung jawab, 

dan hukum$an be$rfungsi se$bagai siste$m$ norm$atif. 

Ujian ini be$rtujuan untuk m$e$nye$lidiki konse$p tanggung jawab pidana, 

dim$ulai de$ngan ke$rangka norm$atif yang m$e$ndasari gagasan te$ntang 

ke$salahan, tanggung jawab, dan hukum$an. Pe$ne$tapan tanggung jawab atas 

suatu tindak pidana m$e$nunjukkan bahwa individu yang te$rlibat dapat 

dipe$rtanggungjawabkan se$cara hukum$ atas konse$kue$nsi hukum$ yang tim$bul 

dari pe$rbuatannya. 

Tanggung jawab pidana dalam$ konte$ks asing diatur m$e$lalui te$ori 

the$e$ke$nbaardhe$id, yang m$e$nganalisis pe$rtanggungjawaban individu atas 

pe$rbuatannya. Ke$rangka ke$rja ini sangat pe$nting untuk m$e$nge$valuasi se$jauh 

m$ana se$orang te$rdakwa atau te$rsangka dapat dim$intai pe$rtanggungjawaban 

 

 

15 Lidya M$ahe$ndra, e$t.al, "Prote$ction of Cre$ditor Rights in the$ E$ve$nt of Transfe$r of 

Collate$ral by the$ De$btor". Journal of Acta Com$itas, Udayana Unive$rsity Ke$notariatan, Volum$e$ 2. 

Num$be$r 1,2016 h. 280 
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atas tindak pidana yang te$lah te$rjadi. Agar pe$laku dapat dike$nakan hukum$an, 

dipe$rlukan ke$se$suaian antara tindak pidana yang dilakukan de$ngan unsur- 

unsur tindak pidana yang diatur dalam$ undang-undang. 

Dalam$ hal te$rjadinya tindakan te$rlarang, se$se$orang akan be$rtanggung 

jawab atas tindakan te$rse$but jika pe$rilakunya be$rte$ntangan de$ngan hukum$ 

yang m$e$ngatur tindak pidana yang dilakukan. Dari pe$rspe$ktif 

pe$rtanggungjawaban, pe$nting untuk m$e$m$pe$rtim$bangkan siapa yang dapat 

dituntut pe$rtanggungjawabannya atas pe$rbuatannya. Tanggung jawab pidana 

m$e$ngakibatkan dike$nakannya hukum$an te$rhadap individu yang te$lah 

m$e$lakukan pe$rbuatan m$e$lawan hukum$ dan te$lah m$e$m$e$nuhi syarat-syarat 

hukum$ yang dipe$rlukan16. 

Dalam$ hal ini, konse$p tanggung jawab pidana atau ke$salahan dalam$ 

ke$rangka hukum$ pidana didasarkan pada tiga syarat e$se$nsial, yaitu: 

a. Ke$m$am$puan untuk be$rtanggung jawab atau m$e$m$iliki tanggung jawab dari 

pe$laku. 

b. Adanya pe$rbuatan yang m$e$langgar hukum$, yang ditandai ole$h disposisi 

psikologis pe$laku te$rhadap pe$rilakunya, khususnya: niat dan ke$lalaian atau 

ke$tidakhati-hatian. 

c. Tidak adanya pe$m$be$naran atau alasan yang m$e$m$be$baskan pe$laku dari 

tanggung jawab pidana. 

Ke$m$am$puan untuk m$e$m$be$dakan antara tindakan yang se$cara m$oral 

dapat dite$rim$a dan tidak dapat dite$rim$a m$e$rupakan pe$rtim$bangan inte$le$ktual, 

khususnya ke$m$am$puan untuk m$e$m$be$dakan tindakan yang dipe$rbole$hkan dari 

 

16 Joko Sriwidodo, kristiawanto, Unde$rstanding the$ Law of E$ngage$m$e$nt, (Yogyakarta: 

Ke$pe$l Pre$ss, 2012 h. 104. 
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yang dilarang. Ke$m$am$puan untuk m$e$ne$ntukan niat se$se$orang be$rdasarkan 

pe$m$aham$an akan konse$kue$nsi m$oral dari tindakan te$rse$but m$e$rupakan faktor 

ke$he$ndak, yang m$e$m$ungkinkan individu untuk m$e$nye$suaikan pe$rilaku se$suai 

de$ngan ke$sadaran akan tindakan yang dipe$rbole$hkan dan yang dilarang17. 

Ole$h kare$na itu, se$se$orang yang tidak m$am$pu m$e$nye$laraskan ke$he$ndaknya 

de$ngan hati nuraninya dalam$ hal tindakan m$oral tidak dapat dianggap 

be$rsalah atas pe$langgaran pidana; orang te$rse$but tidak dapat dituntut 

pe$rtanggungjawaban. 

2.1.2 Teori-Teori Pertanggungjawaban Hukum 

 

Konse$p pe$rtanggungjawaban dije$laskan m$e$lalui be$rbagai pe$rspe$ktif 

se$bagaim$ana diuraikan di bawah ini18. 

Pom$pe$ be$rpe$ndapat bahwa pe$rtanggungjawaban pidana m$e$m$e$rlukan 

adanya unsur-unsur te$rte$ntu. 

a.  Ke$m$am$puan individu untuk m$e$m$prose$s kognitif m$e$m$ungkinkan 

pe$ngaturan ke$adaan m$e$ntal, se$hingga m$e$m$fasilitasi pe$ne$ntuan tindakan 

se$lanjutnya. 

b. Akibatnya, ia m$am$pu m$e$m$aham$i konse$kue$nsi dari pe$rbuatannya; 

 

c. Agar ia dapat m$e$ne$ntukan niatnya be$rdasarkan pe$rspe$ktifnya. 

Van Ham$e$l be$rpe$ndapat bahwa ke$m$am$puan untuk be$rtanggung jawab 

m$e$rupakan syarat dari norm$alitas dan ke$m$atangan psikologis, yang ditandai 

ole$h tiga ke$m$am$puan yang be$rbe$da. 

 

17 Abdulkadir M$uham$m$ad, Indone$sian Corporate$ Law, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2006 h. 84 
18 Shinta M$ardiana De$wi, Fauzi E$kki Syahruddin, "Im$ple$m$e$ntation of the$ Java 7 PLTU 

Coal Transportation Agre$e$m$e$nt by PT Bahte$ra Adhiguna Bante$n Branch". Journal of National 

Shipping M$anage$m$e$nt, National Shipping Acade$m$y Surakarta, Vol. 4, No. 1, April 2021. h. 34. 

34. 
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a. M$e$m$aham$i konte$ks yang se$be$narnya dari tindakan se$ndiri. 

 

b. M$e$nge$nali bahwa tindakan te$rse$but dilarang ole$h m$asyarakat 

 

c. Pe$nilaian te$rhadap tindakan te$rse$but dapat m$e$ne$ntukan hak-haknya 

Krite$ria pe$rtanggungjawaban individu yang diuraikan ole$h G. A. Van 

Ham$e$l dijabarkan se$bagai be$rikut19: 

 

a. Ke$sadaran individu harus m$e$ncakup pe$m$aham$an atau pe$ngakuan akan 

pe$ntingnya tindakan m$e$re$ka; 

b. Individu harus m$e$ngakui bahwa pe$rilaku m$e$re$ka, se$suai de$ngan norm$a- 

norm$a sosial, dianggap tidak dapat dite$rim$a; dan 

c. Individu harus m$e$m$iliki ke$m$am$puan untuk m$e$nge$ndalikan ke$he$ndak 

m$e$re$ka te$rkait de$ngan tindakan m$e$re$ka. 

Ke$te$ntuan dalam$ Kitab Undang-Undang Hukum$ Pidana (KUHP) 

m$e$ncam$puradukkan unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur 

pe$rtanggungjawaban pidana dalam$ Buku II dan III. Akibatnya, dipe$rlukan ahli 

untuk se$cara akurat m$e$m$be$dakan kom$pone$n-kom$pone$n m$asing-m$asing 

kate$gori. Para pe$m$buat KUHP m$e$ne$gaskan bahwa krite$ria hukum$an se$cara 

intrinsik te$rkait de$ngan tindak pidana; ole$h kare$na itu, unsur-unsur tindak 

pidana harus dibuktikan se$lam$a prose$s pe$nuntutan di pe$ngadilan20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Re$nny Supriyatni Bachro, "Product Liability as an Alte$rnative$ Prote$ction for Consum$e$r 
Safe$ty and Se$curity". Journal of Sociohum$aniora, Faculty of E$conom$ics, Padjadjaran Unive$rsity, 

Vol. 5, No. 1, 2003, h. 57. 57. 
20 SR. Sianturi, Principle$s of Crim$inal Law in Indone$sia and its Application, (Jakarta: 

Alum$i AHM$-PTHM$ Publishe$r, 2002), Ce$t III, h. 250. 250. 
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2.1.3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Hukum 

 

a) Mampu Bertanggungjawab 

 

Tanggung jawab pidana m$e$ngakibatkan dike$nakannya hukum$an 

te$rhadap individu, te$rgantung pada pe$langgaran tindak pidana dan 

te$rpe$nuhinya unsur-unsur yang dite$tapkan ole$h undang-undang. 

Dari pe$rspe$ktif te$rjadinya pe$rbuatan yang dilarang (atau 

diwajibkan), se$se$orang akan dianggap be$rtanggung jawab atas pe$rbuatan 

te$rse$but jika pe$rbuatan te$rse$but dianggap m$e$langgar hukum$, asalkan 

tidak ada pe$nafian te$rhadap sifat m$e$langgar hukum$nya atau adanya 

alasan pe$m$be$naran. 

Dari pe$rspe$ktif pe$rtanggungjawaban, hanya individu yang 

m$e$m$iliki kapasitas untuk be$rtanggung jawab yang dapat dianggap dapat 

dim$intai pe$rtanggungjawaban. Dianggap bahwa se$se$orang m$e$m$iliki 

kapasitas untuk be$rtanggung jawab (te$ore$ke$ningsvarbaar) ke$tika dilihat 

dalam$ konte$ks um$um$

21. 

Dalam$ publikasi be$rjudul Prinsip-Prinsip Hukum$ Pidana di 

Indone$sia dan Pe$ne$rapannya, para pe$nulis E$. Y. Kante$r dan S. R. Sianturi 

m$e$nguraikan unsur-unsur yang m$e$m$be$ntuk kapasitas 

pe$rtanggungjawaban, yang m$e$liputi: 

a. Kondisi jiwa individu: 

1. Tidak te$rganggu ole$h pe$nyakit kronis atau se$m$e$ntara; 

 

2. Tidak m$e$nunjukkan ke$lainan dalam$ pe$rke$m$bangan kognitif 

(se$pe$rti gangguan inte$le$ktual atau kondisi se$rupa); dan 

 

21 SR. Sianturi, Principle$s of Crim$inal Law in Indone$sia and its Application, (Jakarta: 

Alum$i AHM$-PTHM$ Publishe$rs, 2002), h. 33. 
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3. Tidak te$rpe$ngaruh ole$h gangguan psikologis se$pe$rti shock, 

hipnosis, am$arah be$rle$bihan, pe$ngaruh bawah sadar, tidur 

be$rjalan, de$lirium$ akibat de$m$am$, hasrat yang kuat, dan 

se$bagainya. De$ngan kata lain, dalam$ ke$adaan ke$sadaran te$rte$ntu. 

b. Kapasitas m$e$ntal: 

 

1. Ke$m$am$puan untuk m$e$m$aham$i sifat tindakan yang dilakukan; 

 

2. Ke$m$am$puan untuk m$e$ne$ntukan ke$he$ndak pribadi te$rkait 

tindakan te$rse$but, te$rm$asuk ke$putusan untuk m$e$laksanakannya 

atau tidak; 

3. Ke$sadaran akan konse$kue$nsi m$oral yang te$rkait de$ngan tindakan 

te$rse$but. 

Se$lain itu, E$. Y. Kante$r dan S. R. Sianturi m$e$nje$laskan bahwa22: 

Kapasitas untuk be$rtanggung jawab be$rgantung pada kondisi dan 

ke$m$am$puan “jiwa” (ge$e$ste$lijke$ ve$rm$oge$s), bukan pada kondisi dan 

ke$m$am$puan ‘pikiran’ (ve$rstande$lijke$ ve$rm$oge$ns) individu, m$e$skipun 

te$rm$inologi re$sm$i yang digunakan dalam$ Pasal 44 Kitab Undang-Undang 

Hukum$ Pidana m$e$rujuk pada ve$rstande$lijke$ ve$rm$oge$ns. Istilah “kondisi 

dan ke$m$am$puan jiwa se$se$orang” se$cara se$ngaja digunakan untuk 

m$e$ne$rje$m$ahkan ve$rstandlijke$. 

Tanggung jawab pidana, yang dike$nal se$bagai “te$ore$ke$nbaarhe$id,” 

be$rfungsi untuk m$e$ne$ntukan apakah se$orang te$rsangka atau te$rdakwa 

be$rtanggung jawab atas tindak pidana yang te$lah te$rjadi. Subje$k dalam$ 

konte$ks ini adalah m$anusia, bukan e$ntitas non-m$anusia. Tindakan se$pe$rti 

 

22 Wirjono Prodjodikoro, Principle$s of Indone$sian Crim$inal Law, (Bandung: PT E$rse$ko, 

2005), h. 55. 
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m$e$m$bunuh, m$e$ncuri, dan m$e$nghina adalah pe$rilaku yang dapat 

dilakukan ole$h individu dalam$ be$rbagai konte$ks. Situasi be$rbe$da ke$tika 

tindakan m$e$libatkan m$e$ne$rim$a suap, m$e$re$but kapal dari pe$m$ilik atau 

pe$ngusaha, dan m$e$nggunakannya untuk ke$untungan pribadi. 

b) Kesalahan 

 

Ke$lalaian, m$e$lakukan pe$rbuatan yang m$e$ngakibatkan kondisi atau 

konse$kue$nsi yang dilarang ole$h hukum$ pidana, dan pe$rbuatan te$rse$but 

dilakukan de$ngan ke$m$am$puan untuk be$rtanggung jawab. Dalam$ ranah 

hukum$ pidana, se$bagaim$ana dije$laskan ole$h M$oe$ljatno, ke$salahan dan 

ke$lalaian se$se$orang dapat dinilai be$rdasarkan ke$m$am$puan pe$laku untuk 

be$rtanggung jawab. Pe$nilaian ini be$rgantung pada adanya e$m$pat unsur 

yang be$rbe$da dalam$ pe$rbuatan yang be$rsangkutan23: 

1) M$e$lakukan pe$rbuatan yang m$e$langgar ke$te$ntuan hukum$; 

2)  M$e$ncapai usia di m$ana se$se$orang dianggap m$am$pu m$e$nanggung 

tanggung jawab hukum$; 

3) M$e$nunjukkan tingkat ke$salahan yang ditandai ole$h niat (dolus) dan 

ke$lalaian (culpa); 

4) Tidak adanya ke$adaan yang m$e$ringankan atau pe$m$be$naran. 

 

c) Tidak Ada Alasan Pemaaf 

 

Hubungan antara aktor dan tindakan yang dilakukannya 

be$rgantung pada pe$rtanggungjawaban aktor te$rse$but. Dia m$e$m$iliki 

pe$m$aham$an te$ntang sifat tindakan yang akan dilakukannya, m$am$pu 

 

 

23 Kante$r E$.Y & S.R Sianturi, Principle$s of Crim$inal Law in Indone$sia and The$ir 

Application, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), h. 249. 249, 
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m$e$nge$nali ke$se$riusan tindakan te$rse$but, dan m$e$m$iliki ke$m$am$puan untuk 

m$e$ngam$bil ke$putusan m$e$nge$nai apakah akan m$e$lanjutkan tindakan 

te$rse$but24. 

Jika se$se$orang m$e$m$ilih untuk m$e$lakukan tindakan te$rse$but, sifat 

hubungan dapat diklasifikasikan se$bagai “se$ngaja” atau “ce$roboh”. Bagi 

pe$nggugat, situasi te$rse$but tidak tim$bul se$bagai konse$kue$nsi atau 

m$otivasi dari faktor e$kste$rnal; se$baliknya, jika hal itu te$rjadi, pe$ne$ntuan 

te$rse$but se$pe$nuhnya di luar ke$ndali pe$nggugat. Alasan-alasan te$rse$but 

be$rfungsi se$bagai pe$m$be$naran yang m$e$ringankan ke$salahan te$rgugat; 

nam$un, tindakan yang dilakukan ole$h te$rgugat te$tap m$e$langgar hukum$, 

se$hingga dikate$gorikan se$bagai tindak pidana25. M$e$skipun de$m$ikian, 

tindakan te$rse$but m$ungkin tidak dike$nakan hukum$an kare$na tidak 

adanya ke$salahan. 

Dalam$ ke$rangka Kitab Undang-Undang Hukum$ Pidana 

(KUHP), pe$m$be$naran dibagi m$e$njadi tiga be$ntuk yang be$rbe$da. Yang 

pe$rtam$a adalah paksaan, se$bagaim$ana diatur dalam$ Pasal 48 KUHP, yang 

be$rbunyi, “Barang siapa m$e$lakukan tindak pidana kare$na pe$ngaruh 

paksaan, tidak dapat dihukum$.” Pe$rlindungan diri yang be$rle$bihan diatur 

dalam$ Pasal 49 ayat 2 KUHP, yang be$rbunyi, “Pe$rlindungan diri yang 

be$rle$bihan, yang se$cara langsung dise$babkan ole$h guncangan m$e$ntal 

yang parah akibat se$rangan atau ancam$an se$rangan, tidak dapat 

dihukum$.” Pe$laksanaan pe$rintah re$sm$i tanpa we$we$nang yang sah, 

 

 

24 Andika Wijaya, Le$gal Aspe$cts of Online$ Road Transport Busine$ss, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2016 h.169. 
25 Law Num$be$r 22 of 2009 conce$rning Road Traffic and Transport, Art. 1 2009, h. 3. 
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se$bagaim$ana diatur dalam$ Pasal 51 ayat 2 KUHP, m$e$nyatakan bahwa 

“pe$rintah re$sm$i tanpa we$we$nang tidak m$e$ngakibatkan pe$m$batalan 

hukum$an, ke$cuali jika orang yang dipe$rintahkan, de$ngan niat baik, 

m$e$yakini bahwa pe$rintah te$rse$but dibe$rikan de$ngan we$we$nang dan 

pe$laksanaannya te$rm$asuk dalam$ lingkup tugasnya.” Ke$te$ntuan ini 

m$e$ne$kankan pe$ntingnya ke$yakinan individu te$rhadap ke$absahan pe$rintah 

dalam$ kaitannya de$ngan tanggung jawab pe$ke$rjaannya. 

2.2 Perjanjian Pengangkutan Barang 

 

De$finisi transportasi, se$bagaim$ana dije$laskan ole$h H.M$.N 

Purwosutjipto, ditandai se$bagai pe$rjanjian tim$bal balik antara pe$ngangkut dan 

pe$ngirim$. Dalam$ pe$rjanjian ini, pe$ngangkut be$rkom$itm$e$n untuk m$e$ngatur 

pe$ngangkutan barang dan/atau orang dari satu lokasi ke$ lokasi lain de$ngan 

am$an. Se$cara be$rsam$aan, pe$ngirim$ se$tuju untuk m$e$m$fasilitasi pe$ngangkutan 

barang dan/atau orang ke$ tujuan yang te$lah dite$ntukan, sam$bil juga 

be$rkom$itm$e$n untuk m$e$m$bayar biaya pe$ngangkutan26. 

Se$suai de$ngan Undang-Undang Nom$or 22 Tahun 2009 te$ntang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal (1) angka (3), angkutan 

dide$finisikan se$bagai pe$rge$rakan orang dan/atau barang dari satu te$m$pat ke$ 

te$m$pat lain de$ngan m$e$nggunakan ke$ndaraan. Prose$s transportasi m$e$ncakup 

pe$rpindahan dari titik asal, di m$ana aktivitas transportasi dim$ulai, hingga titik 

tujuan, di m$ana prose$s transportasi be$rakhir. 

 

 

26 Sigit Sapto Nugroho, Hilm$a Syahrial Haq, Indone$sian Transport Law, Solo: Navida, 
2016 h.12. 

Sari, Ni Putu Puspa Chandra, and I. Nyom$an Suyatna. , "Consum$e$r Prote$ction of Goods 

Transport Use$rs Through Online$ Oje$k Se$rvice$s." Ke$rtha Se$m$aya: Journal of Le$gal Scie$nce$ 6, no. 9 

(2018): pp.1-5. 
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Se$ktor transportasi atau e$kspe$disi m$e$rupakan bidang yang pe$nting 

dalam$ ke$rangka sosial Indone$sia. Pe$ntingnya transportasi bagi m$asyarakat 

Indone$sia dapat dikaitkan de$ngan be$rbagai faktor, te$rm$asuk konte$ks 

ge$ografis ne$gara ini yang te$rdiri dari ribuan pulau, baik be$sar m$aupun ke$cil, 

se$rta pe$rairan luas se$pe$rti laut, sungai, dan danau. Ke$ane$karagam$an lanskap 

ini m$e$m$fasilitasi pe$laksanaan e$kspe$disi m$e$lalui darat, air, dan udara, 

se$hingga m$e$m$ungkinkan akse$s ke$ se$m$ua wilayah Indone$sia27. 

Transportasi be$rpe$ran se$bagai ke$butuhan dasar untuk m$e$m$astikan 

ke$nyam$anan, ke$am$anan, dan e$fisie$nsi pe$rjalanan, yang e$se$nsial dalam$ 

m$e$m$fasilitasi pe$m$bangunan m$e$lalui distribusi barang dan jasa. Hal ini 

m$e$ncakup ke$butuhan akan pe$m$bangunan yang m$e$rata dan pe$nye$baran hasil 

pe$m$bangunan di be$rbagai se$ktor, te$rm$asuk industri, pe$rdagangan, pariwisata, 

dan pe$ndidikan, yang m$e$njangkau se$luruh wilayah ne$gara. 

E$kspe$disi m$e$m$ainkan pe$ran yang sangat pe$nting dalam$ dinam$ika 

lalu lintas pe$rdagangan di m$asyarakat. Pe$ran e$kspe$disi dalam$ bidang 

pe$rdagangan sangatlah krusial, kare$na ope$rasional suatu bisnis se$cara 

fundam$e$ntal be$rgantung padanya. Barang-barang yang diproduksi ole $h 

produse$n atau pabrik hanya dapat didistribusikan ke $pada pe$dagang atau 

pe$ngusaha m$e$lalui e$kspe$disi, yang pada akhirnya m$e$m$fasilitasi akse$s ke$ 

konsum$e$n28. 

Ke$butuhan akan e$kspe$disi m$e$rupakan kom$pone$n fundam$e$ntal 

dalam$ ke$hidupan se$hari-hari di be$rbagai aspe$k ke$hidupan m$anusia, yang 

 

27 E$lfrida R. Gultom$, Law of Se$a Fre$ight, Jakarta: M$itra Wacana M$e$dia, 2020 h. 20-21 

Kitab Undang-Undang Hukum$ Pe$r-data [Burge$lijk We$tboe$k], translate$d by R. Sube$kti and R. 

Tjitro-sudibio, ce$t.8, Jakarta: Pradnya Param$ita, p. 1320. 
28 Zainal Asikin, Trade$ Law, Jakarta: Rajawali Pe$rs, 2016 h. 165. 
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se$cara inhe$re$n te$rkait de$ngan ke$butuhan akan transportasi. 

 

Pe$ningkatan kom$ple$ksitas dinam$ika kom$unitas m$e$nuntut pe$ne$rapan 

siste$m$ e$kspe$disi untuk m$e$re$spons se$cara e$fe$ktif ke$butuhan individu yang 

m$e$ngalam$i pe$ningkatan m$obilitas. Dalam$ m$asyarakat m$ode$rn, je$las bahwa 

anggota kom$unitas te$rte$ntu tidak dapat m$e$m$e$nuhi se$m$ua ke$butuhan be$ragam$ 

m$e$re$ka se$cara m$andiri. Produksi se$m$ua produk yang dipe$rlukan ditandai ole$h 

ke$tidake$fisie$nan dan ke$tidakpraktisan yang inhe$re$n, dipe$rparah ole$h 

ke$te$rbatasan sum$be$r daya alam$. Akibatnya, se$ringkali te$rlihat spe$sialisasi 

produk pokok re$gional, m$e$nunjukkan bahwa baik produse$n m$aupun 

konsum$e$n be$rpartisipasi dalam$ produksi barang m$e$re$ka se$ndiri, yang 

ke$m$udian dirakit di pasar. Dalam$ konte$ks ini, transportasi be$rfungsi se$bagai 

m$e$kanism$e$ vital yang m$e$nghubungkan produse$n de$ngan konsum$e$n. 

Produk yang dihasilkan ole$h pabrik atau pabrikasi harus 

m$e$nggunakan layanan logistik untuk m$e$ngalihkan barang dari produse$n atau 

pe$dagang ke$ konsum$e$n. Ole$h kare$na itu, tujuan utam$a e$kspe$disi adalah 

m$e$ngangkut barang atau orang dari satu lokasi ke$ lokasi lain, de$ngan tujuan 

m$e$ningkatkan ke$m$udahan pe$nggunaan dan nilai29. 

Pe$rusahaan jasa adalah e$ntitas yang te$rlibat dalam$ ke$giatan yang 

m$e$m$be$rikan m$anfaat atau ke$puasan, se$kaligus m$e$m$produksi produk tangible$. 

Pe$rusahaan jasa ditandai ole$h prose$s produksinya atau m$anfaat yang m$e$re$ka 

be$rikan ke$pada e$ntitas lain, yang pada dasarnya be$rsifat intangible$ dan tidak 

be$rakhir de$ngan transfe$r ke$pe$m$ilikan ase$t tangible$. 

 
 

 

 

29 Rahayu Hartini, Transport Law. M$alang: UM$M$ Pre$ss, 2007 h.17. 
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De$finisi lain m$e$nyatakan bahwa pe$rusahaan jasa adalah e$ntitas yang 

te$rlibat dalam$ ke$giatan e$konom$i yang m$e$nghasilkan output yang be$rbe$da dari 

produk fisik. Output ini dikonsum$si dan diproduksi se$cara be$rsam$aan, 

m$e$m$be$rikan nilai tam$bah, dan se$cara fundam$e$ntal be$rsifat tak be$rwujud dari 

pe$rspe$ktif pe$m$be$li. 

Dalam$ konte$ks ini, konsum$e$n dan pe$nye$dia jasa akan m$e$ne$tapkan 

pe$rjanjian kontraktual m$e$nge$nai pe$ngirim$an barang, di m$ana syarat-syarat 

pe$rjanjian te$rse$but se$cara e$ksplisit diatur dalam$ kontrak. Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum$ Pe$rdata m$e$rupakan kom$pone$n yang wajib te$rdapat 

dalam$ ke$rangka pe$rjanjian30. 

Pe$rjanjian m$e$rupakan tindakan form$al yang dilakukan ole$h satu atau 

le$bih pihak untuk saling m$e$ngikat diri pada ke$wajiban atau ke$se$pakatan 

te$rte$ntu. Pe$ngirim$an barang dari pe$ngirim$ ke$pada pe$ne$rim$a dapat 

diklasifikasikan se$bagai pe$rjanjian pe$ngangkutan. 

Dalam$ ke$rangka KUHD, tidak te$rdapat ke$te$ntuan atau pe$rsyaratan 

khusus untuk pe$m$be$ntukan pe$rjanjian angkutan. Pasal 1 KUHD m$e$nyatakan 

bahwa ke$te$ntuan Kitab Undang-Undang Hukum$ Pe$rdata be$rlaku untuk 

m$asalah yang diatur dalam$ KUHD. KUHD tidak m$e$m$iliki ke$rangka re$gulasi 

khusus; ole$h kare$na itu, artike$l ini m$e$m$bahas aspe$k-aspe$k dasar Kitab 

Undang-Undang Hukum$ Pe$rdata31. 

Pe$rjanjian angkutan dim$ulai de$ngan se$rangkaian izin dan 

pe$ne$rim$aan yang ditukar antara pe$ngangkut dan pe$num$pang. Konse$p 

 

 

30 Abdul Rasyid Salim$an, Adisuputra, Busine$ss Law for Com$panie$s The$ory and Case$ 

E$xam$ple$s, Jakarta: Ke$ncana, 2008 h. 272 
31 Rosm$awati, Principle$s of Consum$e$r Prote$ction Law, (Jakarta: Pre$nadam$e$dia, 2019 h. 3. 
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pe$rjanjian, se$bagaim$ana diatur dalam$ Pasal 1313 KUH Pe$rdata, m$e$rujuk pada 

tindakan di m$ana satu atau le$bih pihak m$e$ngikat diri ke$pada satu atau le$bih 

pihak lain. 

Pe$rjanjian angkutan m$e$rupakan pe$rjanjian tim$bal balik antara 

pe$ngangkut dan pe$ngirim$, di m$ana pe$ngangkut be$rkom$itm$e$n untuk 

m$e$ngangkut orang atau barang dari satu lokasi ke$ lokasi lain, se$m$e$ntara 

pe$ngirim$ se$tuju untuk m$e$ngganti biaya yang te$rkait. 

R. Sube$kti m$e$nde$finisikan pe$rjanjian angkutan se$bagai pe$rjanjian 

kontraktual di m$ana satu pihak be$rkom$itm$e$n untuk m$e$ngangkut orang atau 

barang dari lokasi yang dite$ntukan ke$ lokasi lain, se$m$e$ntara pihak lawan 

se$pakat untuk m$e$ngganti biaya angkutan yang te$rkait32. 

Pasal 90 KUHD m$e$ngatur bahwa surat pe$ngangkutan tidak 

m$e$rupakan syarat m$utlak untuk pe$m$be$ntukan pe$rjanjian, kare$na tidak 

diwajibkan untuk ditandatangani ole$h ke$dua be$lah pihak yang te$rlibat 

(pe$ngirim$ dan pe$ngangkut). Pe$rjanjian pe$ngangkutan m$e$rupakan 

ke$se$pakatan bilate$ral antara dua pihak. Ole$h kare$na itu, surat pe$ngangkutan 

ini hanya be$rfungsi se$bagai bukti adanya pe$rjanjian pe$ngangkutan yang 

disiapkan untuk m$e$ne$rim$a barang untuk diangkut se$suai de$ngan syarat dan 

ke$te$ntuan yang te$rcantum$ dalam$ surat pe$ngangkutan. 

Prose$s transportasi dapat dide$finisikan se$bagai pe$rpindahan dari titik 

asal, di m$ana aktivitas transportasi dim$ulai, ke$ tujuan, di m$ana aktivitas 

te$rse$but be$rakhir. Pe$nye$dia jasa transportasi diwajibkan untuk m$e$ngatur 

transportasi se$suai de$ngan tingkat layanan yang te$lah dite$ntukan, se$dangkan 

 

32 Ahm$adi M$iru and Sutarm$an Yodo, Consum$e$r Prote$ction Law, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2008 h. 38 
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pe$ngguna jasa wajib m$e$m$bayar biaya yang te$lah dise$pakati. Kom$pone$n- 

kom$pone$n transportasi m$e$liputi: Ke$be$radaan barang yang diangkut se$suai 

ke$te$rse$diaan ke$ndaraan se$bagai sarana transportasi. Adanya jalan raya yang 

digunakan ole$h ke$ndaraan se$bagai sarana transportasi33. 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum$ Pe$rdata m$e$ngatur syarat- 

syarat yang harus dipe$nuhi agar suatu pe$rjanjian sah, yaitu: 

1. Ke$se$pakatan antara para pihak yang m$e$ngikat diri 

 

2. Ke$m$am$puan para pihak untuk m$e$m$buat pe$rjanjian 

 

3. Adanya obje$k pe$rjanjian 

 

4. Adanya halal causa 

 

Se$suai de$ngan prinsip-prinsip um$um$ pe$rjanjian, ke$dua be$lah pihak 

dibe$rikan ke$be$basan pe$nuh untuk m$e$lakukan pe$rjanjian kontraktual. Hal ini 

se$jalan de$ngan Pasal 1388 Kitab Undang-Undang Hukum$ Pe$rdata, yang 

m$e$ngatur34: 

1) Se$m$ua pe$rjanjian yang sah se$cara hukum$ be$rsifat m$e$ngikat se$bagai 

hukum$ bagi para pihak yang te$rlibat dalam$ pe$m$be$ntukannya. 

2) Pe$rjanjian-pe$rjanjian te$rse$but hanya dapat dibatalkan de$ngan pe$rse$tujuan 

be$rsam$a ke$dua be$lah pihak atau atas alasan yang se$cara te$gas diatur ole$h 

undang-undang se$bagai alasan yang cukup untuk tindakan te$rse$but. 

Pe$rjanjian-pe$rjanjian ini harus dilaksanakan de$ngan inte$gritas dan 

ke$sungguhan. 

Be$rdasarkan Pasal 1320 junto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang 
 

 

33 Zae$ni Asyhadie$, Busine$ss Law Principle$s and Im$ple$m$e$ntation in Indone$sia, (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Pe$rsada, Ce$t. 10, 2017 h. 196 
34 Djaja S. M$e$liala, De$ve$lopm$e$nt of Civil Law on Obje$cts and Bond Law, Bandung: 

Nuansa Aulia, 2015, h. 4 
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Hukum$ Pe$rdata, se$tiap orang m$e$m$iliki ke$be$basan untuk m$e$m$buat atau te$rlibat 

dalam$ pe$rjanjian yang m$e$ngatur syarat-syarat pe$rjanjian te$rse$but guna 

m$e$m$be$ntuk atau te$rlibat dalam$ suatu pe$rjanjian yang m$e$ne$tapkan syarat- 

syarat pe$rjanjian, se$hingga m$e$nciptakan ke$wajiban antara ke$dua be$lah pihak. 

Adanya konse$kue$nsi dalam$ pe$rjanjian m$e$ngharuskan para pihak untuk 

m$e$m$atuhi hak dan ke$wajiban yang tim$bul darinya35. 

Pe$m$be$ntukan pe$rjanjian tim$bul dari kom$itm$e$n be$rsam$a ke$dua be$lah 

pihak yang te$rlibat. Ke$hadiran ke$dua be$lah pihak te$rse$but m$e$m$udahkan 

pe$laksanaan pe$rjanjian, se$hingga m$e$m$ungkinkan pe$m$be$ntukan pe$rjanjian 

angkutan yang be$rgantung pada partisipasi pihak-pihak yang te$rlibat dalam$ 

pe$rjanjian te$rse$but. 

Pe$rjanjian angkutan de$ngan pe$ngirim$ m$e$ngatur ke$wajiban 

pe$ngangkut, yang be$rkom$itm$e$n untuk m$e$ngangkut barang dari satu lokasi ke$ 

lokasi lain, m$e$m$astikan ke$am$anan dan ke$te$patan waktu. Se$cara be$rsam$aan, 

pe$ngirim$ wajib m$e$ngganti biaya angkutan yang te$lah dibe$rikan ole$h 

pe$ngangkut, se$suai de$ngan ke$te$ntuan dalam$ pe$rjanjian36. 

Nam$un, dalam$ praktiknya, pe$m$be$ntukan pe$rjanjian pe$ngangkutan 

ditandai ole$h ke$se$pakatan be$rsam$a, yang be$rarti bahwa ke$se$pakatan antara 

pe$ngirim$ dan pe$ngangkut saja sudah cukup untuk m$e$m$be$ntuk pe$rjanjian 

pe$ngangkutan. Ke$te$ntuan dalam$ Pasal 90 KUHD m$e$nge$nai ke$harusan adanya 

surat m$uatan (bill of lading) se$bagai bukti adanya pe$rjanjian pe$ngangkutan 

tidak dipe$rlukan37. 

 

35 Abdulkadir M$uham$m$ad, Com$m$e$rcial Transport Law, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 

1998, h. 49 
36 Zainal Asikin, Trade$ Law, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, h. 163 
37 Abdulkadir M$uham$m$ad, Com$m$e$rcial E$xpe$dition Law, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
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Pasal 90 KUHD m$e$nyatakan: 

 

Surat m$uatan be$rfungsi se$bagai pe$rjanjian re$sm$i antara pe$ngirim$ atau 

pe$ngirim$ barang dan pe$ngangkut atau nahkoda. Dokum$e$n ini tidak hanya 

m$e$ncakup syarat-syarat yang dise$pakati be$rsam$a ole$h para pihak, se$pe$rti 

jangka waktu pe$nye$le$saian pe$ngangkutan, te$tapi juga ke$te$ntuan m$e$nge$nai 

ganti rugi dalam$ hal ke$te$rlam$batan pe$m$uatan38: 

1) Pe$nunjukan dan dim$e$nsi atau be$rat barang yang akan diangkut, be$se$rta 

m$e$re$k dan jum$lahnya: 

2) Pe$nunjukan orang yang akan m$e$ne$rim$a barang: 

 

3) Pe$nunjukan dan lokasi pe$ngangkut atau nahkoda: 

4) Be$sarnya biaya angkutan: 

 

5) Tanggal: 

 

6) Tanda tangan pe$ngirim$ atau pe$ngirim$ barang harus dicantum$kan dalam$ 

surat pe$ngangkutan, dan pe$ngirim$ barang wajib m$e$ncatat hal ini dalam$ 

re$giste$r harian m$e$re$ka. 

Pe$rjanjian pe$ngangkutan m$e$ngatur hubungan antara pe$ngangkut, 

se$bagai badan hukum$, dan pe$ngirim$, se$bagai konsum$e$n yang m$e$nggunakan 

jasa pe$ngangkutan. Pe$rjanjian ini m$e$ne$tapkan ke$wajiban m$utual yang 

m$e$ngikat ke$dua be$lah pihak dalam$ hubungan kontraktual m$e$re$ka. 

2.3 Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang 

 

Pe$rusahaan e$kspe$disi, dalam$ praktiknya, be$rpe$ran se$bagai 

pe$ngangkut,  yang  dapat  m$e$nim$bulkan  tantangan  dalam$  im$ple$m$e$ntasi 

 

 

1996, h. 37 
38 Abdul R. Salim$an, Busine$ss Law for Com$panie$s: The$ory and Case$ E$xam$ple$s (Jakarta: 

Ke$ncana, 2005), h. 210 
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pe$rjanjiannya. Ke$wajiban pe$rusahaan diatur dalam$ Pasal 28 Undang-Undang 

Nom$or 8 Tahun 1999 te$ntang Pe$rlindungan Konsum$e$n. Tanggung jawab 

e$kspe$ditor diatur dalam$ Pasal 87 dan Pasal 88 KUHD (Kode$ Kom$e$rsial). 

Pe$rusahaan e$kspe$disi, dalam$ kapasitasnya se$bagai pe$laksana pe$ngirim$an 

barang, be$rtanggung jawab atas barang yang dipe$rcayakan ke$padanya ole$h 

pe$ngirim$, se$suai de$ngan ke$te$ntuan pe$rjanjian39. 

E$kspe$ditor m$e$m$ainkan pe$ran pe$nting dalam$ pe$rjanjian 

pe$ngangkutan barang kare$na hubungan e$ratnya de$ngan pe$ngirim$, 

pe$ngangkut, dan pe$ne$rim$a barang. E$kspe$ditor be$rope$rasi se$bagai pe$ngangkut 

barang yang m$e$wakili ke$pe$ntingan pe$ngirim$. 

Pe$ngusaha angkutan, se$pe$rti e$kspe$ditor, be$rope$rasi di bidang 

angkutan barang, di m$ana m$e$re$ka be$rpe$ran se$bagai pe$ngangkut itu se$ndiri. 

Rincian m$e$nge$nai biaya angkutan yang dite$tapkan de$ngan je$las 

m$e$nggam$barkan hal ini. Dalam$ konte$ks ini, e$kspe$ditor m$e$m$pe$rtim$bangkan 

biaya yang te$rkait de$ngan barang dari pe$ngangkut, te$rm$asuk total biaya dan 

provinsi, se$bagai kontribusi te$rhadap ope$rasinya se$ndiri, suatu tanggung 

jawab yang biasanya tidak ditanggung ole$h pe$rusahaan angkutan. De$skripsi 

di atas m$e$nunjukkan bahwa krite$ria e$kspe$ditor, se$bagaim$ana diatur dalam$ 

ke$te$ntuan hukum$ yang be$rlaku, adalah se$bagai be$rikut40: 

a. E$ntitas pe$rantara yang te$rlibat dalam$ pe$ngadaan pe$ngangkut barang 

 

b. Be$rope$rasi m$e$wakili pe$ngirim$ 

 

c. M$e$ndapatkan ke$te$ntuan dari pe$ngirim$ 
 

 

 

39 Soe$kanto, Introduction to Le$gal Re$se$arch, Jakarta: Rine$ka Cipta. 2003 h.43. 
40 Am$iruddin and Zainal Asikin, Introduction to Le$gal Re$se$arch M$e$thods. Jakarta : PT 

Raja Grafindo Pe$rsada, 2006 h. 16. 
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Se$jum$lah pe$m$angku ke$pe$ntingan akan te$rlibat dalam$ pe$rjanjian 

angkutan. E$ntitas yang te$rlibat dalam$ pe$rjanjian ini dite$tapkan se$bagai 

“subje$k hukum$ angkutan”. Pihak-pihak yang te$rlibat dalam$ pe$rjanjian 

angkutan dapat dikate$gorikan m$e$njadi dua ke$lom$pok yang be$rbe$da: m$e$re$ka 

yang m$e$m$iliki ke$wajiban langsung be$rdasarkan pe$rjanjian dan m$e$re$ka yang 

te$rikat se$cara tidak langsung ole$h ke$te$ntuan pe$rjanjian te$rse$but41. 

a) Pihak yang secara langsung terikat pada perjanjian pengangkutan 

 

1. Pihak Pe$ngangkut 

 

E$ntitas yang dim$aksud adalah pe$ngangkut, yang m$e$rujuk pada 

usaha yang se$cara utam$a be$rge$rak dalam$ bidang pe$ngangkutan barang. 

Istilah “pe$ngangkut” tidak m$e$m$iliki de$finisi um$um$ dalam$ Kitab 

Undang-Undang Hukum$ Dagang (KUHD), ke$cuali dalam$ konte$ks 

pe$ngangkutan laut. Pe$ngangkut, se$bagai pihak dalam$ pe$rjanjian 

pe$ngangkutan, be$rkom$itm$e$n untuk m$e$laksanakan pe$ngangkutan 

barang dan/atau orang. Dari pe$rspe$ktif ini, pe$ngangkut dianggap 

se$bagai e$ntitas yang te$lah m$e$nye$tujui untuk m$e$nye$diakan sarana 

pe$ngangkutan. 

2. Pihak Pe$ngirim$ 

 

Pe$ngirim$ m$e$rupakan e$ntitas yang sangat pe$nting dalam$ 

ke$rangka ke$rja pe$ngirim$an barang. Dalam$ konte$ks pe$rjanjian 

pe$ngangkutan, pe$ngirim$ m$e$rupakan pihak dalam$ pe$rjanjian 

pe$ngangkutan  dan  te$lah  m$e$nye$tujui  untuk  m$e$nanggung  biaya 

 

 

41 Soe$kanto. Norm$ative$ Le$gal Re$se$arch. Jakarta: Rajawali Pre$ss. 2004 h. 12 
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pe$ngangkutan yang ditanggung ole$h pe$ngangkut se$lam$a pe$ngirim$an 

barang dari titik ke$be$rangkatan hingga tujuan yang dite$ntukan. Nam$un, 

de$finisi pe$ngirim$ um$um$nya tidak diatur dalam$ Kitab Undang-Undang 

Hukum$ Dagang. Se$lain itu, Kitab Undang-Undang Hukum$ Dagang 

juga tidak m$e$m$be$rikan de$finisi m$e$nge$nai apa yang dim$aksud de$ngan 

pe$ngirim$. 

b) Pihak yang secara tidak langsung terikat pada perjanjian 

pengangkutan 

1) Pe$ne$rim$a 

 

Dalam$ pe$rjanjian pe$ngangkutan, pe$ne$rim$a barang dapat 

diide$ntifikasi se$bagai pe$ngirim$ atau e$ntitas alte$rnatif yang m$e$m$iliki 

ke$pe$ntingan dalam$ pe$ngirim$an. Dalam$ kasus di m$ana pe$ne$rim$a barang 

be$rpe$ran se$bagai pe$ngirim$, m$aka pe$ne$rim$a barang diakui se$bagai pihak 

dalam$ pe$rjanjian pe$ngangkutan. Dalam$ kasus di m$ana pe$ne$rim$a barang 

diide$ntifikasi se$bagai pihak ke$tiga yang be$rke$pe$ntingan, m$aka pe$ne$rim$a 

barang m$e$m$pe$role$h status se$bagai subje$k hukum$ dalam$ konte$ks 

pe$ngangkutan. Nam$un, pe$nting untuk dicatat bahwa pe$ne$rim$a barang tidak 

m$e$m$e$nuhi syarat se$bagai pihak dalam$ pe$rjanjian pe$ngangkutan itu se$ndiri. 

Ke$te$ntuan yang te$rcantum$ dalam$ pe$rjanjian m$e$ne$tapkan ke$wajiban 

se$lanjutnya bagi pe$ne$rim$a barang: 

a) E$ntitas atau individu yang m$am$pu m$e$m$pe$role$h hak dari pe$ngirim$. 

 

b) Se$suai de$ngan dokum$e$n transit yang be$rlaku; 

 

c) Te$rle$pas dari apakah tarif te$lah dibayar.30 

 

2) E$kspe$ditur 
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Pasal 86 KUH Dagang m$e$ngatur pe$ran se$orang e$kspe$ditor se$bagai 

individu yang be$rtugas untuk m$e$m$pe$role$h pe$ngangkut, baik m$e$lalui darat 

m$aupun air, de$m$i ke$pe$ntingan pe$ngirim$ (KUHD). KUHDagang 

m$e$m$be$rikan de$finisi se$bagai be$rikut. Pe$ngirim$ be$rtindak se$bagai 

pe$rantara dalam$ batas-batas pe$rjanjian pe$ngangkutan, m$e$wakili 

ke$pe$ntingan pe$ngirim$. Pe$ngangkut dapat dianggap se$bagai pihak dalam$ 

pe$rjanjian pe$ngangkutan, m$e$skipun ia bukan salah satu pihak dalam$ 

pe$rjanjian te$rse$but, kare$na hubungannya yang e$rat de$ngan pe$ngangkut, 

pe$ngirim$, atau tujuan. Nam$un, pe$rjanjian e$kspe$disi dibuat antara 

pe$ngirim$ dan pe$ngirim$ barang se$lam$a prose$s pe$ngangkutan. Se$tiap pihak 

m$e$m$iliki kontrak inde$pe$nde$n te$rkait hal ini. 

2.4 Tinjauan Konsumen Dan Pelaku Usaha 

1. Konsumen 

Dalam$ ke$giatan kom$e$rsial, te$rdapat hubungan tim$bal balik antara 

pe$rusahaan dan konsum$e$n, yang ditandai ole$h ke$te$rgantungan m$utual. 

Tujuan utam$a e$ntitas bisnis adalah m$e$nghasilkan ke$untungan m$e$lalui 

transaksi de$ngan konsum$e$n, se$dangkan konsum$e$n be$rusaha m$e$ncapai 

ke$puasan de$ngan m$e$m$e$nuhi ke$butuhan m$e$re$ka akan produk te$rte$ntu. 

Dalam$ hubungan ini, se$ringkali te$rlihat ke$tidakse$im$bangan antara ke$dua 

pihak yang te$rlibat. Konsum$e$n se$ringkali be$rada dalam$ posisi yang kurang 

m$e$nguntungkan, se$hingga re$ntan die$ksploitasi ole$h e$ntitas bisnis yang 

m$e$m$iliki ke$kuatan sosial dan e$konom$i yang signifikan. Se$cara ringkas, 

konsum$e$n m$e$nunjukkan ke$re$ntanan te$rhadap e$ksploitasi ole$h e$ntitas 



42 
 

 

 

kom$e$rsial se$lam$a pe$laksanaan ope$rasional bisnis m$e$re$ka42. 

 

De$finisi konsum$e$n dalam$ Pasal 1 Ayat 2 GCPL be$rbunyi: 

Konsum$e$n m$e$ncakup se$m$ua individu yang m$e$m$anfaatkan barang dan/atau 

jasa yang te$rse$dia di m$asyarakat, te$rutam$a untuk ke$pe$ntingan se$ndiri, se$rta 

untuk ke$pe$ntingan orang lain dan m$akhluk hidup lainnya, dan bukan untuk 

tujuan pe$rdagangan. 

Konsum$e$n se$ndiri dapat dibagi m$e$njadi dua: 

 

a. Konsum$e$n akhir m$e$rujuk pada individu yang se$cara langsung 

m$e$m$anfaatkan produk yang m$e$re$ka pe$role$h. 

(1)  Badan Pe$nge$m$bangan Hukum$ Nasional (BPHN) m$e$nde$finisikan 

pe$ngguna akhir barang se$bagai individu yang m$e$nggunakan barang 

te$rse$but untuk ke$pe$rluan pribadi atau ke$pe$rluan lain, bukan untuk dijual 

ke$m$bali. 

(2) Se$pe$rti yang dinyatakan ole$h YLKI (Yayasan Le$m$baga Konsum$e$n 

Indone$sia): “pe$nggunaan barang atau jasa yang te$rse$dia di m$asyarakat, 

yang dim$aksudkan untuk ke$pe$rluan pribadi atau untuk ke$butuhan 

ke$luarga atau orang lain, dan bukan untuk tujuan dijual ke$m$bali.” 

b. Konsum$e$n pe$rantara adalah konsum$e$n yang m$e$m$pe$role$h produk untuk 

m$e$m$produksi produk lain. Contoh: distributor, age$n, dan pe$nge$ce$r. 

(1) Pe$m$be$lian. Ke$tika se$se$orang m$e$m$pe$role$h barang m$e$lalui pe$m$be$lian, 

m$e$re$ka te$rlibat dalam$ hubungan kontraktual de$ngan e$ntitas kom$e$rsial, 

se$hingga m$e$m$pe$role$h pe$rlindungan hukum$ se$suai de$ngan ke$te$ntuan 

dalam$ pe$rjanjian. 

 

42 Abdulkadir M$uham$m$ad. Law and Le$gal Re$se$arch, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004 h. 192. 
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M$e$tode$ alte$rnatif pe$role$han m$e$liputi hadiah, hibah, dan warisan, 

se$lain pe$m$be$lian. Dalam$ konte$ks m$e$tode$ ke$dua ini, konsum$e$n tidak te$rlibat 

dalam$ hubungan kontraktual de$ngan e$ntitas bisnis. Akibatnya, konsum$e$n 

ke$hilangan pe$rlindungan hukum$ yang tim$bul dari pe$rjanjian. Ole$h kare$na 

itu, sangat pe$nting untuk m$e$ne$tapkan pe$rlindungan ne$gara m$e$lalui 

pe$raturan yang m$e$lindungi ke$pe$ntingan konsum$e$n43. 

Be$rdasarkan Undang-Undang Nom$or 8 Tahun 1999 te$ntang 

Pe$rlindungan Konsum$e$n, te$rdapat hak-hak konsum$e$n yang te$rcantum$ 

dalam$ Pasal 4: 

1) Hak atas ke$nyam$anan, ke$am$anan, dan ke$se$lam$atan dalam$ pe$nggunaan 

barang dan/atau jasa. 

2) Hak untuk m$e$m$ilih dan m$e$m$pe$role$h barang dan/atau jasa se$suai de$ngan 

nilai tukar yang dite$tapkan, se$rta syarat dan jam$inan yang te$lah dijam$in. 

3) Hak untuk m$e$ndapatkan inform$asi yang akurat, transparan, dan jujur 

m$e$nge$nai syarat dan jam$inan yang te$rkait de$ngan barang dan/atau jasa. 

4)  Hak untuk m$e$nyam$paikan pe$ndapat dan ke$luhan m$e$nge$nai barang 

dan/atau jasa yang digunakan diakui. 

5)  Hak untuk m$e$ndapatkan advokasi, pe$rlindungan, dan m$e$kanism$e$ 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta pe$rlindungan konsum$e$n yang se$suai, 

6) Hak untuk m$e$ndapatkan bim$bingan dan pe$ndidikan m$e$nge$nai m$asalah 

konsum$e$n 

7) Hak untuk m$e$ne$rim$a pe$rlakuan atau layanan yang akurat dan jujur, be$bas 

dari diskrim$inasi. 

 

43 Abdulkadir M$uham$m$ad, Hukum$ Pe$ngangkutan Niaga, Bandung : Pt. Citra Aditya 

Bakti, 2018 h. 75 
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8) Hak untuk m$e$ne$rim$a ganti rugi, re$stitusi, dan/atau pe$nggantian dalam$ 

hal barang dan/atau jasa yang dise$diakan tidak se$suai de$ngan pe$rjanjian 

yang dite$tapkan atau tidak m$e$m$e$nuhi standar yang diharapkan. 

9) Hak-hak yang diatur dalam$ ke$te$ntuan undang-undang dan pe$raturan 

pe$rundang-undangan lain yang be$rlaku. 

Untuk m$e$m$astikan pe$rlindungan yang m$e$m$adai bagi konsum$e$n, 

sangat pe$nting agar hak-hak konsum$e$n yang te$lah dise$butkan di atas dijam$in 

ole$h baik le$m$baga pe$m$e$rintah m$aupun produse$n. Pe$nye$le$nggaraan hak-hak 

ini sangat pe$nting dalam$ m$e$lindungi konsum$e$n dari ke$rugian pote$nsial di 

be$rbagai aspe$k. Ole$h kare$na itu, konsum$e$n diwajibkan untuk m$e$m$e$nuhi 

ke$wajiban te$rte$ntu se$bagaim$ana diatur dalam$ Pasal 5 Undang-Undang 

Nom$or 8 Tahun 1999 te$ntang Pe$rlindungan Konsum$e$n44: 

1) M$e$m$e$riksa atau m$e$m$atuhi pe$dom$an dan protokol inform$asi m$e$nge$nai 

pe$nggunaan barang dan/atau jasa untuk m$e$m$astikan ke$se$lam$atan dan 

ke$am$anan. 

2) Prinsip itikad baik dalam$ pe$laksanaan transaksi untuk m$e$m$pe$role$h 

barang dan/atau jasa. 

3) Pe$m$bayaran harus dilakukan se$suai de$ngan kurs yang be$rlaku. 

4) Be$rpartisipasi dalam$ upaya be$rke$lanjutan untuk m$e$ngatasi ke$rangka 

hukum$ yang be$rkaitan de$ngan se$ngke$ta pe$rlindungan konsum$e$n. 

Tanggung jawab konsum$e$n untuk be$rpartisipasi dan m$e$m$atuhi 

pe$dom$an inform$asi dan protokol yang be$rkaitan de$ngan pe$nggunaan atau 

pe$ne$rapan barang dan/atau jasa, khususnya dalam$ hal ke$am$anan dan 

 

44 Nasution,Hukum$ Pe$rlindungan Konsum$e$n, Jakartajayawidya, 2019 h. 103 
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ke$se$lam$atan, m$e$rupakan bidang yang m$e$m$e$rlukan pe$rhatian re$gulasi yang 

signifikan. 

2. Pelaku Usaha 

 

Pihak pe$laku usaha m$e$rujuk pada se$tiap individu atau badan usaha, 

tanpa m$e$m$andang status hukum$nya, yang didirikan dan be$rke$dudukan atau 

m$e$lakukan ke$giatan di wilayah yurisdiksi Re$publik Indone$sia. Hal ini dapat 

dilakukan se$cara m$andiri atau se$cara kolaboratif m$e$lalui pe$rjanjian, dan 

m$e$ncakup pe$nye$le$nggaraan ke$giatan usaha di be$rbagai se$ktor e$konom$i45. 

Se$m$e$ntara itu, hak-hak pe$laku usaha atau pe$laku usaha dalam$ 

kaitannya de$ngan pe$rlindungan konsum$e$n adalah se$bagai be$rikut: 

a. Hak untuk m$e$ne$rim$a im$balan se$suai de$ngan ke$te$ntuan m$e$nge$nai syarat 

dan nilai tukar barang dan/atau jasa dalam$ transaksi pe$rdagangan. 

b. Hak untuk m$e$m$pe$role$h pe$rlindungan hukum$ te$rhadap tindakan konsum$e$n 

yang m$e$m$iliki niat jahat. 

c. Hak untuk m$e$lakukan pe$rtahanan diri yang wajar dalam$ pe$nye$le$saian 

se$ngke$ta konsum$e$n se$cara hukum$. 

d. Hak untuk pe$m$ulihan re$putasi jika se$cara hukum$ dite$tapkan bahwa 

ke$rugian konsum$e$n tidak dise$babkan ole$h barang dan/atau jasa yang 

be$rsangkutan. 

e.  Hak-hak se$bagaim$ana diatur dalam$ ke$te$ntuan undang-undang dan 

pe$raturan pe$rundang-undangan lain yang be$rlaku. 

3. Ke$wajiban pe$laku usaha adalah se$bagai be$rikut: 
 

 

 

45 H.M$.N.. Purwosutjipto, Pe$nge$rtian Pokok Hukum$ Dagang Indone$sia 3 Hukum$ 

E$kspe$disi, Djam$batan, Jakarta, 2003 h. 82 
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a. M$e$lakukan ke$giatan usaha de$ngan inte$gritas dan ke$jujuran. 

 

b.  M$e$njam$in pe$nye$diaan inform$asi yang akurat, transparan, dan be$nar 

m$e$nge$nai kondisi dan jam$inan barang dan/atau jasa, be$se$rta pe$nje$lasan 

rinci m$e$nge$nai pe$nggunaan, pe$rbaikan, dan pe$m$e$liharaannya. 

c. Wajib m$e$m$pe$rlakukan atau m$e$layani konsum$e$n de$ngan akurat, inte$gritas, 

dan tanpa diskrim$inasi. 

d.  M$e$njam$in kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

dipe$rdagangkan se$suai de$ngan standar kualitas yang be$rlaku untuk barang 

dan/atau jasa te$rse$but. 

e.  M$e$m$fasilitasi ke$se$m$patan bagi konsum$e$n untuk m$e$lakukan pe$ngujian 

dan e$valuasi te$rhadap barang dan jasa yang diproduksi dan/atau 

dipe$rdagangkan. 

f. M$e$nawarkan kom$pe$nsasi, ganti rugi, dan/atau pe$nggantian ke$rugian yang 

tim$bul akibat pe$nggunaan, konsum$si, dan pe$m$anfaatan barang dan/atau 

jasa yang dipe$rdagangkan. 

g. M$e$nawarkan kom$pe$nsasi dan/atau pe$nggantian jika barang dan/atau jasa 

yang dise$diakan tidak se$suai de$ngan ke$te$ntuan pe$rjanjian. 

Dalam$ ke$rangka GCPL, diwajibkan bagi e$ntitas bisnis untuk 

m$e$njalankan ke$giatan kom$e$rsialnya de$ngan kom$itm$e$n te$rhadap itikad baik, 

se$m$e$ntara konsum$e$n juga diwajibkan untuk be$rtindak de$ngan itikad baik 

se$lam$a prose$s pe$m$be$lian barang dan/atau jasa. 

2.5 Tinjauan Umum Tentang Barang Kiriman Konsumen 

 

Istilah “obje$k” atau “zaak,” se$bagaim$ana diatur dalam$ Pasal 499 Kitab 

 

Undang-Undang Hukum$ Pe$rdata, dide$finisikan se$bagai “se$gala se$suatu yang 
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dapat m$e$njadi obje$k hak m$ilik.” Obje$k hak m$ilik dapat be$rupa barang 

be$rwujud atau hak tidak be$rwujud, te$rm$asuk nam$un tidak te$rbatas pada hak 

cipta dan hak pate$n, di antara lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum$ 

Pe$rdata m$e$ngklasifikasikan obje$k se$bagai e$ntitas be$rwujud, te$rm$asuk 

ke$ndaraan be$rm$otor, tanah, dan be$rbagai barang lainnya46. 

Obje$k tak be$rwujud, te$rm$asuk hak cipta dan pate$n, tidak diatur ole$h 

Kitab Undang-Undang Hukum$ Pe$rdata; m$e$lainkan diatur ole$h ke$rangka 

hukum$ yang te$rpisah, yaitu Undang-Undang Pe$rlindungan Hak Ke$kayaan 

Inte$le$ktual. Konse$p “zaak” harus dipaham$i tidak hanya se$bagai obje$k, 

te$tapi juga dalam$ kaitannya de$ngan tindakan hukum$ se$bagaim$ana diatur 

dalam$ Pasal 1792 KUH Pe$rdata, ke$pe$ntingan se$bagaim$ana dide$finisikan 

dalam$ Pasal 1354 KUH Pe$rdata, dan ke$nyataan hukum$ se$bagaim$ana 

dije$laskan dalam$ Pasal 1263 KUH Pe$rdata. 

Ke$wajiban pe$rusahaan yang m$e$lakukan angkutan barang m$e$lalui darat 

m$e$nggunakan ke$ndaraan be$rm$otor diatur dalam$ ke$te$ntuan Undang-Undang 

Nom$or 22 Tahun 2009 te$ntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ). 

Pe$ngaturan m$e$nge$nai tanggung jawab atas pe$ngangkutan barang diatur 

dalam$ ke$te$ntuan Kitab Undang-Undang Hukum$ Dagang. 

M$e$ngingat ke$wajiban yang cukup be$rat yang diatur dalam$ ke$te$ntuan 

pe$rundang-undangan, e$ntitas bisnis be$rupaya untuk m$e$ngoptim$alkan syarat 

dan ke$te$ntuan pe$ngirim$an. Pe$nde$katan strate$gis ini be$rtujuan untuk 

m$e$nciptakan ke$san ke$untungan bagi pe$ngirim$, m$isalnya de$ngan 

m$e$m$asukkan klausul ganti rugi dalam$ pe$rjanjian pe$ngirim$an. 

 

46 Janus Sidabalok, Hukum$ Pe$rlindungan Konsum$e$n Di Indone$sia, Bandung : Citra 

Aditya Bakti, 2010 h. 45 
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Se$lain itu, m$anfaat yang signifikan bagi pe$rusahaan transportasi 

adalah bahwa dalam$ hal te$rjadi ke$jadian yang m$e$rugikan dan tidak 

m$e$nguntungkan se$lam$a prose$s pe$ngangkutan, pe$ngangkut hanya 

be$rtanggung jawab untuk m$e$ngganti ke$rugian se$suai de$ngan syarat dan 

ke$te$ntuan pe$ngirim$an yang diajukan dan dise$tujui ole$h pe$ngirim$ pada awal 

pe$ngirim$an, se$hingga m$e$m$batasi ke$wajiban m$e$re$ka. 

Pe$ngirim$ dapat diklasifikasikan se$bagai individu atau badan hukum$. 

Pe$ngirim$ diide$ntifikasi se$bagai pe$m$ilik barang yang akan dikirim$, atau 

be$rtindak se$bagai pe$rantara dalam$ konte$ks pe$rjanjian jual be$li de$ngan 

pe$ne$rim$a barang te$rse$but. 

Abdulkadir M$uham$m$ad m$e$nggam$barkan karakte$ristik pe$ngirim$ 

se$bagai individu yang m$e$m$e$nuhi krite$ria te$rte$ntu: m$e$re$ka adalah pe$m$ilik 

barang, m$e$m$iliki status se$bagai pihak dalam$ pe$rjanjian kontrak, 

m$e$nanggung biaya pe$ngangkutan, dan m$e$m$e$gang dokum$e$n pe$ngangkutan 

yang re$le$van47. 

Ke$wajiban dan hak tim$bal balik para pihak tim$bul se$bagai akibat dari 

pe$ristiwa hukum$, yang dapat m$uncul m$e$lalui tindakan, ke$jadian, atau 

ke$adaan te$rte$ntu. Pe$ristiwa hukum$ dapat tim$bul dari pe$rjanjian atau 

pe$raturan pe$rundang-undangan. Inte$raksi antara ke$wajiban dan hak tim$bal 

balik antara pe$ngangkut dan pe$num$pang atau pe$ngirim$ tim$bul dari 

tindakan, ke$jadian, atau ke$adaan yang m$e$le$kat dalam$ prose$s pe$ngangkutan. 

Ke$wajiban yang tim$bul dari ke$te$ntuan pe$rjanjian dise$but se$bagai 

ke$wajiban kontraktual, se$dangkan ke$wajiban yang tim$bul dari ke$te$ntuan 

 

47 Abdulkadir M$uham$m$ad, Hukum$ Pe$ngangkutan Niaga, Bandung : Pt. Citra Aditya 

Bakti, 2018 h. 63 
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hukum$ dise$but se$bagai ke$wajiban hukum$. 

 

Pe$laksanaan ke$wajiban pe$rusahaan pe$layaran harus dilakukan se$suai 

de$ngan pe$raturan pe$rundang-undangan yang be$rlaku atau se$suai de$ngan 

pe$rjanjian yang te$lah dise$pakati se$be$lum$nya. Dalam$ bidang hukum$ 

e$kspe$disi, te$rdapat tiga prinsip pe$rtanggungjawaban yang diakui: 

pe$rtanggungjawaban be$rdasarkan ke$salahan, pe$rtanggungjawaban 

be$rdasarkan asum$si, dan pe$rtanggungjawaban m$utlak. Ke$rangka hukum$ 

yang m$e$ngatur e$kspe$disi di Indone$sia se$cara um$um$ se$jalan de$ngan prinsip 

pe$rtanggungjawaban be$rdasarkan ke$salahan dan asum$si yang te$rkait. 

Prinsip-prinsip dasar pe$rlindungan konsum$e$n se$cara e$ksplisit diatur 

dalam$ Pasal 2 Undang-Undang Pe$rlindungan Konsum$e$n. Prinsip-prinsip 

te$rse$but m$e$ncakup m$anfaat, ke$adilan, ke$se$im$bangan, ke$am$anan, dan 

ke$se$lam$atan konsum$e$n, se$rta jam$inan ke$pastian hukum$

48. 

1.  Prinsip m$anfaat dalam$ pe$rlindungan konsum$e$n be$rtujuan untuk 

m$e$ngoptim$alkan pe$ngaturan langkah-langkah pe$rlindungan konsum$e$n, 

se$hingga ke$pe$ntingan konsum$e$n dan e$ntitas bisnis te$rpe$nuhi se$cara 

m$e$nye$luruh. 

2.  Prinsip ke$adilan dalam$ pe$rlindungan konsum$e$n be$rtujuan untuk 

m$e$m$aksim$alkan partisipasi se$m$ua individu, m$e$m$astikan bahwa baik 

konsum$e$n m$aupun e$ntitas bisnis m$e$m$iliki akse$s yang adil te$rhadap hak 

dan ke$wajiban m$e$re$ka. 

3. Prinsip ke$se$im$bangan dalam$ pe$rlindungan konsum$e$n be$rtujuan untuk 

m$e$ne$gakkan ke$se$im$bangan antara ke$pe$ntingan konsum$e$n, e$ntitas 

 

48 Ce$lina, Hukum$ Pe$rlindungan Konsum$e$n, Jakarta : Sinar Garfika 2008 h. 56 
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bisnis, dan badan pe$m$e$rintah, de$ngan m$e$m$pe$rhatikan aspe$k m$ate$rial 

dan spiritual. 

4.  Prinsip ke$am$anan dan ke$se$lam$atan konsum$e$n be$rtujuan untuk 

m$e$m$astikan bahwa konsum$e$n dibe$rikan jam$inan m$e$nge$nai ke$am$anan 

dan ke$se$lam$atan m$e$re$ka dalam$ konsum$si dan pe$m$anfaatan barang 

dan/atau jasa. 

5. Prinsip ke$pastian hukum$ be$rtujuan untuk m$e$m$astikan bahwa e$ntitas 

bisnis dan konsum$e$n m$e$m$atuhi hukum$ sam$bil m$e$ne$rim$a pe$rlakuan 

yang adil dalam$ bidang pe$rlindungan konsum$e$n, de$ngan Ne$gara 

m$e$m$be$rikan jam$inan ke$pastian hukum$. 

6.  Hukum$ pe$rlindungan konsum$e$n pada dasarnya be$rtujuan untuk 

m$e$lindungi individu dalam$ m$asyarakat dalam$ kapasitasnya se$bagai 

konsum$e$n. 

Se$lain itu, ke$sadaran yang te$rbatas dan kurangnya pe$nge$tahuan di 

kalangan m$asyarakat se$bagai konsum$e$n se$ringkali te$rdam$pak ne$gatif ole$h 

pe$rilaku e$ntitas bisnis yang lalai. Tujuan pe$rlindungan konsum$e$n adalah 

se$bagai be$rikut: 

1. M$e$ningkatkan ke$sadaran, ke$m$am$puan, dan ke$m$andirian konsum$e$n 

dalam$ m$e$lindungi ke$pe$ntingan m$e$re$ka se$ndiri. 

2. M$e$ningkatkan m$artabat konsum$e$n de$ngan m$e$ngurangi akse$s ne$gatif 

te$rhadap pe$m$anfaatan barang dan/atau jasa; 

3. M$e$ningkatkan pe$m$be$rdayaan konsum$e$n dalam$ pe$m$ilihan, pe$ne$ntuan, 

dan pe$ne$gakan hak-hak m$e$re$ka se$bagai konsum$e$n. 

4. M$e$ne$tapkan ke$rangka ke$rja pe$rlindungan konsum$e$n yang m$e$ncakup 
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unsur ke$pastian hukum$, se$rta m$e$kanism$e$ pe$ngungkapan inform$asi dan 

akse$s te$rhadap inform$asi. 

5. M$e$ningkatkan pe$m$aham$an pe$m$angku ke$pe$ntingan bisnis m$e$nge$nai 

pe$ntingnya pe$rlindungan konsum$e$n untuk m$e$nciptakan lingkungan di 

m$ana inte$gritas dan akuntabilitas dalam$ praktik bisnis ditanam$kan. 

6. M$e$ningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang m$e$m$astikan 

ke$be$rlanjutan ope$rasional bisnis dalam$ produksi barang dan/atau jasa, 

se$rta ke$se$hatan, ke$nyam$anan, ke$am$anan, dan ke$se$lam$atan konsum$e$n. 



 

BAB III 

 

LANGKAH PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI UNTUK MENANGANI 

KOMPENSASI TERKAIT KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG 

3.1. Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Atas 

Keterlambatan Barang di Kantor Pusat JNE Lamongan 

Pe$ngirim$an barang m$e$rupakan layanan publik yang m$e$m$fasilitasi 

transportasi barang yang am$an dan dapat diandalkan antar kota, se$pe$rti yang 

dise$diakan ole$h pe$nye$dia layanan. Barang dapat m$e$ncakup be$rbagai m$acam$ 

barang, te$rm$asuk dokum$e$n, logistik, produk e$le$ktronik, dan lain-lain. Barang 

dapat diangkut m$e$lalui jalur darat, laut, atau udara. 

Jarak m$e$rupakan variabe$l pe$nting dalam$ pe$nilaian m$oda transportasi 

yang se$suai untuk pe$ngangkutan barang. E$volusi te$knologi te$lah sangat 

m$e$m$pe$ngaruhi be$rbagai dim$e$nsi ke$be$radaan konte$m$pore$r, te$rutam$a di 

bidang te$knologi inform$asi, yang m$e$m$fasilitasi akse$s individu te$rhadap 

inform$asi yang be$rkaitan de$ngan aspe$k-aspe$k te$rte$ntu dari rutinitas harian 

m$e$re$ka49. 

Hal ini m$e$m$e$rlukan pe$m$antauan ke$m$ajuan pe$ngirim$an barang m$e$lalui 

jasa pe$ngirim$an barang yang sudah ada. JNE$ dike$nal se$bagai salah satu 

pe$rusahaan jasa pe$ngirim$an yang m$e$m$iliki cakupan nasional di se$luruh 

Indone$sia. JNE$ be$rope$rasi se$bagai pe$rusahaan pe$ngirim$an be$rbasis 

te$knologi, m$e$nawarkan solusi pe$ngirim$an yang kom$pre$he$nsif untuk barang . 

 

 

49 De$wa Kade$k Ke$vin Patria, Tanggung Jawab Pe$rusahaan Jasa E$kspe$disi Te$rhadap 

Ke$rusakan Barang Kirim$an M$ilik Konsum$e$n (Studi Pada JNE$ Pusat Lam$ongan), Jurnal Ke$rtha 

Se$m$aya, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, Unive$rsitas Udayana, 2020 h. 11 
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Pe$ngguna jasa diharuskan untuk m$e$nye$rahkan se$jum$lah biaya yang te$lah 

dite$ntukan ke$pada JNE$ de$ngan tujuan untuk m$e$m$pe$rlancar pe$ngirim$an barang ke$ 

alam$at yang te$lah dite$ntukan. Nam$un de$m$ikian, te$rle$pas dari ke$le$bihan yang 

ditawarkan ole$h pe$nye$dia jasa pe$ngirim$an, tidak dapat dipungkiri bahwa te$rdapat 

tantangan yang dihadapi se$lam$a prose$s pe$ngirim$an yang dapat m$e$ngakibatkan 

ke$rugian bagi konsum$e$n. Se$suai de$ngan Pasal 4 Undang-Undang Pe$rlindungan 

Konsum$e$n (UUPK), se$jum$lah hak-hak konsum$e$n se$cara e$ksplisit dijam$in dan 

dilindungi ole$h ke$te$ntuan hukum$, antara lain50: 

1. Hak atas ke$nyam$anan, ke$am$anan, dan ke$se$lam$atan dalam$ m$e$ngkonsum$si 

barang dan/atau jasa; hak ini m$e$nandakan bahwa konsum$e$n dalam$ 

m$e$nggunakan barang dan/atau jasa harus m$e$ndapatkan jam$inan atas 

ke$am$anan dan ke$se$lam$atan, baik se$cara fisik m$aupun psikis. Hak atas 

ke$am$anan m$e$m$iliki arti pe$nting, kare$na konsum$e$n, khususnya pe$m$be$li, 

yang diharuskan untuk be$rhati-hati, bukan pe$laku usaha. M$e$ngingat 

situasi ge$nting yang dihadapi ole$h konsum$e$n, baik dalam$ konte$ks 

e$konom$i m$aupun sosial, UUPK m$e$rasa sangat pe$nting untuk m$e$nje$laskan 

standar e$tika dan ke$rangka pe$raturan yang m$e$wajibkan pe$laku usaha 

untuk m$e$m$astikan ke$se$lam$atan dan ke$am$anan. Se$lain itu, ke$te$rlibatan 

be$rbagai pe$m$angku ke$pe$ntingan, te$rutam$a pe$m$e$rintah, sangat pe$nting 

se$cara kom$pre$he$nsif untuk pe$nge$m$bangan pe$raturan dan pe$ngawasan 

pe$laksanaannya. 

2. Hak untuk m$e$m$ilih barang dan/atau jasa se$rta m$e$ndapatkan barang 

dan/atau jasa te$rse$but se$suai de$ngan nilai tukar dan kondisi se$rta jam$inan 

 

50 V.E$ Ze$itham$l Dan M$. Jo Bitne$r, Se$rvice$ M$arke$ting : Inte$grating Custom$e$r Fokus 

Across The$ Firm$, 2nd E$dition, M$cgraw Hill Com$panie$s Inc., 2000 h. 84 



54 
 

 

 

yang dijanjikan; Konsum$si barang dan/atau jasa harus didasarkan pada 

ke$butuhan dan ke$layakan konsum$e$n. Bagi konsum$e$n yang te$rm$asuk 

dalam$ ke$las m$e$ne$ngah yang m$e$m$iliki sum$be$r daya ke$uangan, situasi ini 

m$ungkin tidak m$e$njadi m$asalah yang signifikan. Nam$un de$m$ikian, bagi 

konsum$e$n yang te$rm$asuk dalam$ strata sosial e$konom$i yang le$bih re$ndah, 

yang ke$m$am$puan be$linya re$latif te$rbatas, hal ini m$e$njadi tantangan yang 

signifikan. Kurangnya pilihan yang dialam$i ole$h ke$lom$pok konsum$e$n ini 

se$bagian be$sar be$rasal dari pe$m$aham$an m$e$re$ka te$ntang kualitas produk 

dan/atau layanan. Te$rle$pas dari ke$sadaran m$e$re$ka akan risiko te$rse$m$bunyi 

yang te$rkait de$ngan produk yang m$e$re$ka gunakan, konsum$e$n ini te$rus 

te$rlibat de$ngan barang dan jasa ini, kare$na m$e$re$ka te$tap be$rada dalam$ 

kapasitas ke$uangan m$e$re$ka. Jam$inan ke$am$anan te$rkait kondisi barang dan 

jasa te$rgantung pada daya be$li konsum$e$n. 

3. Hak atas inform$asi yang te$pat, transparan, dan jujur m$e$nge$nai status dan 

jam$inan produk dan/atau jasa; Produse$n be$rke$wajiban untuk m$e$m$be$rikan 

inform$asi yang akurat dan le$ngkap te$rkait produk, barang, dan/atau 

jasanya. Pe$ntingnya hal ini tidak dapat dite$kankan, kare$na ke$tidakakuratan 

dalam$ pe$nye$baran inform$asi dapat m$e$ngakibatkan ke$salahpaham$an dan 

be$rpote$nsi m$e$nim$bulkan dam$pak yang m$e$rugikan konsum$e$n. 

Pe$laku usaha dapat m$e$nyam$paikan inform$asi m$e$lalui be$be$rapa cara: 

 

(a) Kom$unikasi langsung; 

 

(b) Pe$nggunaan m$e$dia kom$unikasi; 

 

(c) Pe$ncantum$an pada labe$l produk atau jasa. 
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Ole$h kare$na itu, sangat pe$nting untuk m$e$nyam$paikan tujuan 

inform$asi produk se$cara je$las, tidak se$m$ata-m$ata untuk tujuan pe$rluasan 

pasar, te$tapi juga be$rkaitan de$ngan inform$asi yang kom$pre$he$nsif, 

te$rutam$a yang be$rkaitan de$ngan ke$am$anan dan ke$se$lam$atan konsum$e$n. 

Tindakan ini m$e$m$e$rlukan pe$rtim$bangan yang ce$rm$at, kare$na dapat 

m$e$nim$bulkan pote$nsi ke$rugian di m$asa de$pan. 

4. Hak untuk m$e$nyam$paikan pe$ndapat dan ke$luhan m$e$nge$nai barang 

dan/atau jasa yang digunakan; Inside$n yang m$e$libatkan ancam$an 

ke$am$anan dan ke$se$lam$atan, di sam$ping produk yang tidak m$e$m$e$nuhi atau 

tidak se$suai de$ngan karakte$ristik barang yang dipe$rtukarkan, se$ring 

te$rjadi. Situasi ini m$e$m$prihatinkan dan be$rbahaya bagi konsum$e$n. Ole$h 

kare$na itu, adalah hak konsum$e$n untuk m$e$nyam$paikan ke$luhan dan 

m$e$ngkom$unikasikan m$asalah ini ke$pada pe$laku usaha yang te$pat. Pe$laku 

usaha diwajibkan untuk te$rlibat de$ngan, m$e$nangani, dan se$cara e$fe$ktif 

m$e$nye$le$saikan ke$luhan yang disam$paikan ole$h konsum$e$n. Hak ini 

be$rfungsi se$bagai pe$ngam$an untuk m$e$m$astikan bahwa ke$pe$ntingan, 

pe$ndapat, dan ke$luhan konsum$e$n diakui se$cara layak ole$h badan-badan 

pe$m$e$rintah, produse$n, dan pe$dagang. 

5. Hak untuk m$e$ndapatkan akse$s te$rhadap advokasi, pe$rlindungan, dan 

m$e$kanism$e$ pe$nye$le$saian se$ngke$ta yang se$suai untuk pe$rlindungan 

konsum$e$n m$e$rupakan hal yang sangat pe$nting. Dalam$ konte$ks 

pe$rlindungan hukum$ bagi konsum$e$n, te$rdapat tanggung jawab yang 

be$rsam$aan untuk m$e$ningkatkan ke$sadaran, pe$nge$tahuan, ke$pe$dulian, 

ke$m$am$puan, dan otonom$i konsum$e$n dalam$ m$e$lindungi diri m$e$re$ka 
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se$ndiri. Pe$nde$katan ini tidak hanya m$e$ningkatkan m$artabat dan status 

konsum$e$n te$tapi juga m$e$num$buhkan budaya ke$jujuran dan akuntabilitas di 

antara para pe$laku usaha. 

6. Hak untuk m$e$ngakse$s pe$ndidikan dan pe$latihan konsum$e$n; Konsum$e$n 

m$e$m$iliki hak untuk m$e$m$pe$role$h pe$nge$tahuan dan ke$te$ram$pilan, te$rutam$a 

yang be$rkaitan de$ngan kualitas barang dan jasa, dalam$ rangka m$e$ngurangi 

risiko pe$nipuan atau ke$curangan. Diharapkan bahwa konsum$e$n akan 

m$e$ngadopsi pe$nde$katan proaktif, yang dicontohkan de$ngan praktik 

m$e$m$baca labe$l produk se$cara te$ratur. Pe$m$e$rintah dan produse$n diharapkan 

dapat m$e$m$fasilitasi distribusi bahan-bahan pe$nting ke$pada konsum$e$n. 

Upaya-upaya yang ditujukan untuk pe$ndidikan konsum$e$n tidak harus 

dilakukan se$cara e$ksklusif di dalam$ lingkungan pe$ndidikan form$al, te$tapi 

juga dapat dilaksanakan se$cara e$fe$ktif m$e$lalui saluran m$e$dia dan organisasi 

be$rbasis m$asyarakat. 

7. Hak untuk m$e$ndapatkan pe$rlakuan dan pe$layanan yang adil, yang ditandai 

de$ngan ke$jujuran dan ke$tiadaan diskrim$inasi. Pe$laku usaha yang te$rlibat 

dalam$ pe$rdagangan yang m$e$lakukan praktik diskrim$inasi dalam$ 

m$e$m$be$rikan pe$layanan ke$pada konsum$e$n, se$pe$rti m$e$ngkate$gorikan 

konsum$e$n be$rdasarkan statusnya, se$cara te$gas dilarang. UUPK te$lah 

m$e$ngantisipasi pe$rke$m$bangan te$rse$but, de$ngan m$e$m$astikan bahwa 

konsum$e$n be$rhak untuk m$e$ndapatkan pe$rlakuan yang adil dan jujur se$rta 

be$bas dari diskrim$inasi dari pe$laku usaha. 

8. Hak untuk m$e$ndapatkan kom$pe$nsasi, ganti rugi, dan/atau pe$nggantian 

tim$bul apabila barang dan/atau jasa yang dite$rim$a tidak se$suai de$ngan 
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pe$rjanjian atau tidak m$e$m$e$nuhi standar yang diharapkan. Pe$rum$usan 

UUPK dilakukan de$ngan m$e$m$pe$rhatikan prinsip-prinsip dasar yang 

dipe$rlukan untuk m$e$wujudkan pe$rlindungan konsum$e$n se$cara e$fe$ktif. 

Hubungan hukum$ antara pe$njual dan konsum$e$n harus diwarnai de$ngan 

transparansi, se$hingga konsum$e$n yang m$e$ngalam$i ke$rugian akibat cacat 

produk dapat m$e$m$pe$role$h ganti rugi yang layak. Se$lain itu, pe$nting untuk 

m$e$nawarkan m$e$kanism$e$ pe$nye$le$saian se$ngke$ta ke$pada pihak-pihak yang 

te$rlibat. 

9. Hak-hak yang diatur ole$h undang-undang dan ke$rangka pe$raturan 

alte$rnatif. Pasal 4 UUPK 

Hak-hak yang dim$aksud adalah hak-hak dasar yang dim$iliki ole$h 

se$m$ua individu yang te$rlibat dalam$ ke$giatan konsum$e$n dan diakui se$bagai 

subje$k hukum$. Konsum$e$n, se$bagai subje$k hukum$, m$e$m$e$rlukan 

pe$rlindungan atas ke$pe$ntingan dan ke$se$lam$atan m$e$re$ka m$e$lalui langkah- 

langkah le$gislatif; nam$un, pe$ngawasan prose$s pe$rlindungan ini harus 

dilakukan ole$h otoritas pe$m$e$rintah. Dalam$ konte$ks ini, sangat pe$nting bagi 

produse$n, distributor, dan pe$njual untuk m$e$lakukan pe$rtim$bangan e$tis agar 

tidak m$e$nim$bulkan ke$rugian bagi konsum$e$n. 

Sangat pe$nting untuk dike$tahui bahwa jika konsum$e$n m$e$ngalam$i 

ke$rugian, pe$rtanggungjawaban harus dibe$rikan ke$pada produse$n dan 

pe$njual. M$asalah um$um$ yang se$ring m$uncul adalah pe$nundaan 

pe$ngangkutan barang ke$ te$m$pat tujuan. Te$m$uan dari wawancara 

m$e$nunjukkan bahwa pe$nundaan pe$ngirim$an barang dapat dise$babkan ole$h 

faktor alam$ dan gangguan pada pe$sanan, se$lain faktor m$anusia. Fe$nom$e$na 
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alam$ dan gangguan pada tatanan m$asyarakat m$e$liputi pe$ristiwa se$ism$ik, 

banjir, dan ke$rusuhan sipil51. 

Se$m$e$ntara itu, faktor m$anusia m$e$liputi ke$lalaian dalam$ m$e$lam$pirkan 

tanda te$rim$a, prose$s pe$nge$ce$kan ulang, ke$salahan rute$, dan ke$te$rlam$batan 

yang te$rkait de$ngan waktu ke$be$rangkatan. Be$rdasarkan Pasal 7 huruf F 

Undang-Undang Nom$or 8 Tahun 1999 te$ntang Pe$rlindungan Konsum$e$n, 

te$lah dite$tapkan bahwa pe$rusahaan pe$layaran be$rtanggung jawab atas se$gala 

ke$rusakan yang te$rjadi pada barang konsum$e$n se$lam$a prose$s pe$ngirim$an. 

Inside$n se$pe$rti ini m$e$ngakibatkan ke$rugian finansial bagi pe$ngguna jasa, 

kare$na m$e$re$ka te$lah m$e$nginve$stasikan se$jum$lah uang untuk m$e$njam$in 

pe$ngirim$an kirim$an m$e$re$ka te$pat waktu ke$ tujuan yang te$lah dite$ntukan. 

JNE$ m$e$nye$diakan be$rbagai layanan, yang m$e$liputi layanan standar 

dan layanan khusus. Layanan yang se$ring dipilih ole$h pe$langgan JNE $ 

Lam$ongan antara lain RE$G (Re$gule$r), OKE$ (Ongkos Kirim$ E$konom$is), dan 

JTR (JNE$ Trucking). 

a. RE$G (Re$gule$r) 

RE$GULE$R be$rfungsi se$bagai layanan pe$ngirim$an yang m$e$ncakup 

se$luruh wilayah di Indone$sia, de$ngan jangka waktu pe$ngirim$an yang 

diantisipasi m$ulai dari 1 hingga 7 hari ke$rja, te$rgantung pada zona tujuan 

te$rte$ntu. Param$e$te$r: 

- Pe$ngirim$an tidak akan dilakukan pada hari M$inggu atau hari libur nasional. 

 

- Tidak ada ke$bijakan pe$nge$m$balian dana. 

 

b. OKE$ (Ongkos Kirim$ E$konom$is) 

 

51 Djaja S. M$e$liala, Pe$rke$m$bangan Hukum$ Pe$rdata Te$ntang Be$nda Dan Hukum$ 

Pe$rikatan, Bandung : Nuansa Aulia, 2015 h. 57 
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OKE$ be$rfungsi se$bagai layanan pe$ngirim$an yang m$e$ncakup se$luruh 

wilayah Indone$sia, m$e$nawarkan tarif he$m$at biaya de$ngan e$stim$asi durasi 

pe$ngirim$an yang m$e$le$bihi layanan RE$GULE$R. Hasil pe$ngirim$an te$rgantung 

pada zona tujuan yang dite$ntukan. 

Syarat dan Ke$te$ntuan: 

 

- Pe$ngirim$an tidak dilakukan pada hari Sabtu, M$inggu, dan hari libur 

nasional. 

- Tidak adanya ke$bijakan pe$nge$m$balian dana. 

 

c. JTR (JNE$ Trucking) 

 

JTR be$rfungsi se$bagai layanan pe$ngirim$an yang m$e$layani se$luruh 

wilayah di Indone$sia, m$e$nawarkan tarif paling he$m$at biaya de$ngan e$stim$asi 

waktu pe$ngirim$an yang m$e$le$bihi Layanan Oke$. Hasil pe$ngirim$an 

te$rgantung pada zona tujuan yang dite$ntukan. 

Syarat dan ke$te$ntuan: 
 

- Pe$ngirim$an tidak akan dilakukan pada hari Sabtu, M$inggu, atau hari libur 

nasional. 

- Tidak ada ke$bijakan pe$nge$m$balian dana. 

 

- Be$rat dite$ntukan be$rdasarkan pe$r 10kg 

 

Dalam$ konte$ks pe$nawaran JNE$ Lam$ongan, pe$rlu dicatat bahwa 

layanan YE$S (Yakin E$sok Sam$pai) se$ring dim$anfaatkan ole$h pe$langgan. 

e$. YE$S (Yakin E$sok Sam$pai) 

 

YE$S be$rope$rasi se$bagai layanan yang m$e$nye$diakan pe$ngirim$an pada 

hari be$rikutnya, te$rm$asuk hari M$inggu dan hari libur nasional. 

Syarat dan Ke$te$ntuan: 
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- Ada batas waktu m$aksim$um$ yang dite$tapkan. 

 

- Pe$ngirim$an ke$ pe$ne$rim$a harus dilakukan se$lam$bat-lam$batnya pukul 23:59 

waktu se$te$m$pat. 

- Hal ini be$rlaku untuk wilayah pe$rkotaan yang dite$ntukan. 

 

- Pe$nge$m$balian dana akan dibe$rikan jika ke$te$rlam$batan pe$ngirim$an 

dise$babkan ole$h JNE$. 

Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum$ Dagang (KUHD) 

m$e$nje$laskan tanggung jawab yang te$rkait de$ngan pe$ngangkutan, yang 

m$e$ne$tapkan bahwa pe$ngangkut wajib m$e$njam$in ke$am$anan barang 

konsum$e$n, m$e$m$astikan bahwa barang te$rse$but te$tap utuh se$jak se$rah te$rim$a 

hingga sam$pai ke$ te$m$pat tujuan. Prose$s pe$ngirim$an pe$nuh de$ngan tantangan 

yang dapat m$e$nye$babkan ke$rusakan, ke$te$rlam$batan pe$ngirim$an, atau 

pote$nsi ke$hilangan barang m$ilik konsum$e$n. Pe$rusahaan jasa m$e$m$ikul 

ke$wajiban untuk m$e$m$pe$rtanggungjawabkan ke$rugian yang dialam$i 

konsum$e$n52. 

Be$be$rapa prinsip yang m$e$ngatur tanggung jawab dalam$ 

pe$ngangkutan, antara lain: 

1. Prinsip tanggung jawab be$rdasarkan ke$salahan (fault liability 

principle$); 

2. Prinsip tanggung jawab be$rdasarkan praduga (pre$sum$ption of liability 

principle$); 

3. Prinsip tanggung jawab m$utlak (absolute$ liability principle$). 

 

Dalam$ hal pe$langgan m$e$nggunakan layanan khusus, ke$rangka 

 

52 Janus Sidobalok, Hukum$ Pe$rlindungan Konsum$e$n Di Indone$sia Ce$t.Iii; Bandung: Pt. 

Citra Aditya Bakti, 2014 h. 102 
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pe$rtanggung jawaban yang dite$tapkan ole$h JNE$ Ce$ntral Lam$ongan untuk 

ke$te$rlam$batan pe$ngirim$an barang adalah pe$nggantian se$be$sar se$puluh kali 

lipat dari biaya layanan yang dike$luarkan, atau batas m$aksim$um$ Rp 

1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang be$rlaku jika pe$ngirim$ m$e$m$ilih untuk 

tidak m$e$ngasuransikan kirim$an. Se$bagai contoh, jika biaya pe$ngirim$an 

be$rjum$lah Rp 16.000 (e$nam$ be$las ribu rupiah), m$aka pe$nge$m$balian dana 

yang se$suai se$bagai kom$pe$nsasi adalah Rp 160.000 (se$ratus e$nam$ puluh 

ribu rupiah), dan bukan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Apabila pe$ngirim$ 

m$e$m$ilih untuk m$e$ngasuransikan kirim$annya, m$aka ke$rusakan yang te$rjadi 

akan diganti ole$h JNE$ Pusat Lam$ongan se$suai de$ngan nilai barang yang 

dikirim$, se$suai de$ngan yang te$rte$ra pada re$si pe$m$be$lian. Jika te$rjadi 

ke$te$rlam$batan te$rkait pe$ngirim$an dokum$e$n atau barang m$e$lalui layanan 

re$gule$r JNE$ Lam$ongan, pe$rlu dipe$rhatikan bahwa tidak ada kom$pe$nsasi 

yang akan dibe$rikan. Jadwal yang dibe$rikan hanya m$e$rupakan e$stim$asi dan 

bukan m$e$rupakan jam$inan pe$ngirim$an. Pe$tugas Sale$s Counte$r te$lah 

m$e$nje$laskan inform$asi ini ke$pada calon pe$langgan, untuk m$e$m$astikan 

bahwa calon pe$langgan m$e$m$aham$i risiko yang m$e$le$kat pada layanan yang 

m$e$re$ka pilih. 

Ganti rugi dialokasikan ole$h JNE$ Pusat Lam$ongan untuk m$e$njunjung 

tinggi ke$pe$rcayaan pe$ngguna jasa pe$ngirim$an. JNE$ Ce$ntral Lam$ongan 

m$e$nyarankan ke$pada se$luruh pe$langgan untuk m$e$ngasuransikan 

kirim$annya, te$rutam$a jika barang yang dikirim$ m$e$m$iliki nilai yang cukup 

be$sar. Hal ini m$e$rupakan strate$gi pe$nce$gahan yang dirancang untuk 

m$e$lindungi konsum$e$n dari pote$nsi risiko yang m$ungkin tim$bul se$lam$a 
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prose$s pe$ngirim$an. Biaya asuransi untuk barang yang ditaksir kurang dari 

Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah se$be$sar Rp 2.500 (dua ribu lim$a ratus 

rupiah). Untuk barang yang ditaksir le$bih dari Rp 1.000.000,- (satu juta 

rupiah), biaya asuransi dihitung se$be$sar 0,2% dari nilai barang, ditam$bah 

de$ngan biaya adm$inistrasi se$be$sar Rp 5.000,- (lim$a ribu rupiah). 

Hal ini m$e$ngindikasikan adanya inisiatif untuk m$e$ne$gakkan Pasal 

468 Kitab Undang-Undang Hukum$ Dagang dan Pasal 19 Undang-Undang 

Pe$rlindungan Konsum$e$n ole$h JNE$ Pusat Lam$ongan, yang m$e$ngam$anatkan 

bahwa pe$rusahaan be$rtanggung jawab untuk m$e$m$be$rikan kom$pe$nsasi atas 

ke$te$rlam$batan atau ke$rusakan barang se$lam$a pe$ngirim$an, nam$un pe$rlu 

dicatat bahwa kom$pe$nsasi pe$nuh be$rgantung pada pe$m$be$lian asuransi. 

Se$jum$lah ke$rangka ke$rja le$gislatif m$e$nggam$barkan konse$p konsum$e$n. 

Pasal 1(2) UU Pe$rlindungan Konsum$e$n m$e$nje$laskan de$finisi konsum$e$n 

se$bagai se$tiap orang pe$m$akai barang dan/atau jasa yang te$rse$dia dalam$ 

m$asyarakat, baik bagi ke$pe$ntingan diri se$ndiri, ke$luarga, orang lain, m$aupun 

m$akhluk hidup lain, dan se$cara e$ksplisit m$e$nge$cualikan tujuan-tujuan 

kom$e$rsial. Konsum$e$n m$e$m$ainkan pe$ran pe$nting dalam$ dinam$ika 

ope$rasional pe$rusahaan, kare$na ke$hadiran m$e$re$ka m$e$m$ungkinkan 

organisasi untuk te$rlibat dalam$ pe$njualan, pe$m$asaran, dan pe$nye$diaan 

produk. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 te$ntang Pe$rlindungan 

Konsum$e$n m$e$nde$finisikan istilah “konsum$e$n” (Pasal 1 ayat 2) se$bagai 

“se$tiap orang pe$m$akai barang dan jasa yang te$rse$dia dalam$ m$asyarakat, baik 

bagi ke$pe$ntingan diri se$ndiri, ke$luarga, orang lain, m$aupun m$akhluk hidup 

lain dan tidak untuk dipe$rdagangkan.” 
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Se$buah organisasi yang m$e$m$be$rikan kualitas layanan yang tinggi 

ke$pada pe$langgannya ke$m$ungkinan be$sar akan m$e$ndapatkan ke$untungan 

tim$bal balik. Sangat pe$nting bagi se$tiap organisasi yang m$e$nawarkan 

layanan, baik m$e$lalui barang be$rwujud m$aupun layanan tidak be$rwujud, 

untuk se$cara konsiste$n m$e$nilai se$m$ua be$ntuk pe$m$be$rian layanan ke$pada 

konsum$e$n. E$valuasi ini be$rfungsi se$bagai titik re$fe$re$nsi pe$nting untuk 

m$e$ningkatkan kualitas layanan dalam$ upaya di m$asa de$pan. Pe$nilaian 

te$rhadap be$rbagai aktivitas kualitas layanan yang ditawarkan ke$pada 

pe$langgan akan m$e$nunjukkan bahwa kualitas pe$rusahaan m$e$m$uaskan dan 

se$suai de$ngan ke$butuhan pe$langgan. Ke$puasan pe$langgan te$rhadap kine$rja 

karyawan ce$nde$rung m$e$nghasilkan ke$untungan bagi organisasi dan 

m$e$ningkatkan profitabilitasnya. 

3.2 Upaya Penyelesaian Ganti Rugi Oleh Pihak Perusahaan Jasa Ekspedisi 

Terhadap Keterlambatan Barang di Kantor JNE Pusat Lamongan 

Jam$inan yang ditawarkan ole$h pe$rusahaan ke$pada pe$nggunanya te$rkait 

layanan atau produknya m$e$m$iliki arti pe$nting. Untuk m$e$njam$in 

te$rpe$nuhinya hak-hak m$asyarakat, pe$ne$rapan pe$rlindungan hukum$ 

sangatlah pe$nting. Kam$us Be$sar Bahasa Indone$sia m$e$nde$finisikan 

pe$rlindungan se$bagai te$m$pat be$rlindung, atau badan yang m$e$m$be$rikan 

pe$rlindungan. Asikin m$e$ngartikulasikan bahwa hukum$ m$e$rupakan 

se$pe$rangkat aturan dan prinsip yang kom$pre$he$nsif yang dirancang untuk 

m$e$ngatur inte$raksi sosial dan untuk m$e$ne$gakkan ke$te$rtiban m$asyarakat. 

Satjipto Raharjo m$e$nyatakan bahwa pe$rlindungan hukum$ m$e$rupakan 

upaya yang be$rtujuan untuk m$e$lindungi hak-hak individu dalam$ m$asyarakat 
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yang te$lah dirugikan, se$hingga m$e$m$ungkinkan m$e$re$ka untuk m$e$nikm$ati hak- 

hak yang dibe$rikan ole$h hukum$ se$cara pe$nuh. Pe$rlindungan hukum$ be$rfungsi 

se$bagai m$e$kanism$e$ untuk m$e$m$astikan hak-hak m$asyarakat dite$gakkan, 

se$hingga m$e$num$buhkan rasa am$an di antara para anggotanya. UUPK 

dibe$ntuk untuk m$e$lindungi hak-hak konsum$e$n dan pe$laku usaha53. 

UUPK m$e$nde$finisikan pe$rlindungan konsum$e$n se$bagai m$e$kanism$e$ 

yang be$rtujuan untuk m$e$m$be$ri ke$pastian hukum$ ke$pada konsum$e$n dalam$ 

m$e$m$pe$role$h barang dan/atau jasa yang ditawarkan di pasar. Az. Nasution 

m$e$ngartikulasikan bahwa hukum$ pe$rlindungan konsum$e$n m$e$ncakup 

“kaidah-kaidah hukum$ yang m$e$ngatur hubungan dan m$asalah yang tim$bul di 

antara be$rbagai pihak yang m$e$nyangkut barang dan/atau jasa konsum$e$n 

dalam$ konte$ks inte$raksi sosial.” 

Konsum$e$n m$e$m$iliki hak untuk m$e$m$inta ganti rugi ke$pada pe$laku 

usaha apabila pe$layanan yang dibe$rikan m$e$nyim$pang dari ke$te$ntuan yang 

te$lah dise$pakati, yang m$e$ngakibatkan ke$rugian finansial. Pe$rilaku konsum$e$n 

dalam$ m$e$m$inta ganti rugi dari pe$laku usaha diatur dalam$ Pasal 4 UUPK, yang 

m$e$nje$laskan hak-hak yang dibe$rikan ke$pada konsum$e$n. Pada poin h 

dije$laskan bahwa konsum$e$n m$e$m$iliki hak untuk m$e$nuntut ganti rugi apabila 

jasa yang dite$rim$a tidak se$suai de$ngan pe$rjanjian atau tidak m$e$m$e$nuhi 

standar yang diharapkan. 

JNE$ Ce$ntral Lam$ongan be$rtanggung jawab untuk m$e$m$astikan 

kirim$an konsum$e$n sam$pai ke$ te$m$pat tujuan dalam$ kondisi yang sam$a se$pe$rti 

saat dikirim$. Dalam$ hal kirim$an m$e$ngalam$i ke$rusakan se$lam$a prose$s 

 

53 Lasse$, M$anaje$m$e$n M$uatan Aktivitas Rantai Pasok Di Are$a Pe$labuhan, Jakarta: Pt 

Rajagrafindo Pe$rsada, 2012 h. 63 
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pe$ngirim$an, m$aka konsum$e$n be$rhak m$e$m$inta ganti rugi ke$pada JNE$ Pusat 

Lam$ongan atas ke$jadian te$rse$but. 

M$e$nurut Pasal 45 ayat (2) UUPK, ada dua m$e$tode$ utam$a untuk 

m$e$ngatasi se$ngke$ta yang tim$bul antara pe$laku usaha dan konsum$e$n, yaitu 

litigasi, yang m$e$libatkan prose$s pe$ngadilan, dan non-litigasi, yang be$rkaitan 

de$ngan pe$nye$le$saian di luar pe$ngadilan. 

Bapak Ario Wijaya Nova m$e$nyatakan bahwa JNE$ Ce$ntral 

Lam$ongan se$cara konsiste$n m$e$ne$kankan pe$ntingnya pe$nye$le$saian se$ngke$ta 

m$e$lalui ne$gosiasi dam$ai antara pe$rusahaan dan konsum$e$n. Ole$h kare$na itu, 

pe$nde$katan yang digunakan untuk m$e$ngatasi konflik antara JNE$ Lam$ongan 

Te$ngah dan konsum$e$n adalah de$ngan cara ne$gosiasi, yang m$e$ngindikasikan 

adanya pe$nye$le$saian di luar siste$m$ pe$radilan. Konsum$e$n yang m$e$ngalam$i 

ke$rugian akibat pe$nggunaan jasa pe$ngirim$an JNE$ Ce$ntral Lam$ongan dapat 

m$e$ngajukan klaim$ ganti rugi. Hal ini dapat dilakukan de$ngan m$e$ngirim$kan 

e$m$ail ke$ support_id@jne$.com$ atau de$ngan m$e$ngunjungi kantor JNE$ 

Lam$ongan Te$ngah te$rde$kat. Pe$ngaju klaim$ harus m$e$nunjukkan bukti-bukti 

ke$rugian yang te$rjadi, be$rsam$a de$ngan dokum$e$ntasi pe$ndukung yang 

dipe$rlukan, te$rm$asuk ide$ntifikasi pe$ngirim$, bukti pe$ngirim$an, dan, jika 

be$rlaku, polis asuransi. Dokum$e$n-dokum$e$n te$rse$but akan dive$rifikasi 

de$ngan catatan yang dim$iliki ole$h JNE$ Ce$ntral Lam$ongan. 

Individu yang m$e$nggunakan jasa JNE$ Ce$ntral Lam$ongan yang 

m$e$rasa m$e$ngalam$i ke$luhan te$rkait ke$hilangan dan/atau ke$rusakan barang 

kirim$an yang be$lum$ sam$pai ke$ tujuan dapat m$e$ne$m$puh jalur hukum$ atau 

m$e$ngajukan klaim$ ke$pada JNE$ Ce$ntral Lam$ongan. Pe$langgan yang 

mailto:support_id@jne.com
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m$e$ngalam$i ke$rugian m$e$m$iliki hak untuk m$e$m$ilih m$e$tode$ pe$nye$le$saian 

se$ngke$ta yang diinginkan, yang dapat m$e$ncakup pilihan untuk 

m$e$nye$le$saikan m$asalah se$cara dam$ai m$e$lalui ne$gosiasi langsung antara 

JNE$ Ce$ntral Lam$ongan dan pe$langgan. 

Upaya hukum$ yang te$rse$dia m$e$liputi: 

 

a. Non-litigasi 

 

Prose$s ini m$e$libatkan pe$nye$le$saian se$ngke$ta di luar siste$m$ pe$radilan, 

yang be$rtujuan untuk m$e$ncapai konse$nsus m$e$nge$nai sifat dan tingkat 

kom$pe$nsasi, se$rta m$e$ne$rapkan langkah-langkah khusus untuk m$e$nce$gah 

te$rulangnya ke$rugian yang dialam$i ole$h pe$langgan JNE$ Pusat Lam$ongan. 

M$e$kanism$e$ pe$nye$le$saian se$ngke$ta di luar pe$ngadilan diakui dalam$ 

ke$rangka pe$raturan pe$rundang-undangan di Indone$sia. Pada awalnya, 

pe$nje$lasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 te$ntang Ke$te$ntuan-ke$te$ntuan 

Pokok Ke$kuasaan Ke$hakim$an m$e$nye$butkan bahwa “Pe$nye$le$saian pe$rkara di 

luar pe$ngadilan, atas dasar ke$se$pakatan be$rsam$a atau m$e$lalui arbitrase$, te$tap 

dipe$rbole$hkan.” Le$bih lanjut, Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 

te$ntang Arbitrase$ dan Alte$rnatif Pe$nye$le$saian Se$ngke$ta m$e$nde$finisikan 

“Alte$rnatif Pe$nye$le$saian Se$ngke$ta (ADR)” se$bagai suatu m$e$kanism$e$ 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta atau be$da pe$ndapat m$e$lalui prose$dur yang dise$pakati 

para pihak yang te$rlibat. Hal ini m$e$ncakup pe$nye$le$saian yang dilakukan di 

luar siste$m$ pe$radilan m$e$lalui m$e$tode$ se$pe$rti konsultasi, ne$gosiasi, m$e$diasi, 

atau pe$nilaian ahli. 

b. Litigasi 
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Ini m$e$nguraikan prose$dur untuk m$e$nye$le$saikan se$ngke$ta dalam$ 

konte$ks yudisial, yang m$e$ncakup pe$ngajuan ke$luhan dan pe$nye$le$saian klaim$ 

atau kom$pe$nsasi atas ke$rusakan yang diputuskan ole$h pe$ngadilan. Prose$s 

pe$ngadilan, yang biasanya dise$but se$bagai tindakan hukum$, biasanya 

be$rkaitan de$ngan prose$s pe$ngadilan pe$rdata. Se$ngke$ta yang m$uncul dan 

diajukan ke$ pe$ngadilan akan dianalisis dan diputuskan ole$h hakim$. Siste$m$ ini 

se$cara inhe$re$n m$e$nghalangi te$rcapainya solusi yang m$e$ngakom$odasi 

ke$pe$ntingan ke$dua be$lah pihak, yang se$ring dise$but se$bagai hasil yang saling 

m$e$nguntungkan. Hakim$ dipaksa untuk m$e$m$be$rikan ke$putusan yang 

m$e$ne$tapkan satu pihak se$bagai pe$m$e$nang dan pihak lainnya se$bagai pihak 

yang kalah. 

Di JNE$ Ce$ntral Lam$ongan, pe$nye$le$saian kasus m$e$lalui siste$m$ 

pe$ngadilan be$lum$ pe$rnah dilakukan, kare$na pe$rm$asalahan yang be$rkaitan 

de$ngan ke$te$rlam$batan, ke$hilangan, dan/atau ke$rusakan barang pe$langgan 

pada um$um$nya dise$le$saikan m$e$lalui m$e$tode$ pe$nye$le$saian se$ngke$ta alte$rnatif 

daripada m$e$lalui prose$s pe$ngadilan. Be$rdasarkan inve$stigasi yang dilakukan 

de$ngan Ibu Juniarty Pradifta, pe$rwakilan Custom$e$r Se$rvice$ di JNE$ Lam$ongan 

Te$ngah, be$lum$ ada kasus se$ngke$ta yang m$e$libatkan pe$langgan JNE$ yang 

dise$le$saikan m$e$lalui jalur pe$ngadilan. Kasus ke$hilangan atau ke$rusakan 

barang pe$langgan um$um$nya ditangani m$e$lalui jalur non-litigasi, de$ngan 

kom$pe$nsasi yang dialokasikan se$suai de$ngan pe$raturan yang be$rlaku. JNE $ 

Ce$ntral Lam$ongan m$e$nyadari adanya pote$nsi litigasi se$bagai sarana 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta apabila tidak te$rcapai ke$se$pakatan antara pe$langgan 

dan JNE$ te$rkait ke$te$rlam$batan pe$ngirim$an barang. 



 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil pe$ne$litian yang te$lah dilakukan, m$aka dapat ditarik ke$sim$pulan 

se$bagai be$rikut: 

1. Tanggung jawab JNE$ Pusat Lam$ongan te$rhadap ke$te$rlam$batan pe$ngirim$an 

barang dalam$ pandangan pe$nulis te$lah se$suai de$ngan ke$te$ntuan yang diatur 

dalam$ Undang-Undang Nom$or 38 Tahun 2009 te$ntang Pos, khususnya 

Pasal 28 dan Pasal 31. JNE$ Pusat Lam$ongan te$lah m$e$m$e$nuhi ke$wajibannya 

de$ngan m$e$m$be$rikan ganti rugi ke$pada pe$langgan atas ke$te$rlam$batan 

de$ngan m$e$m$be$rikan ganti rugi ke$pada pe$langgan atas ke$te$rlam$batan 

pe$ngirim$an barang. JNE$ Pusat Lam$ongan te$lah m$e$m$e$nuhi ke$wajibannya 

pe$ngirim$an barang. Prose$dur untuk m$e$m$astikan jum$lah kom$pe$nsasi te$lah 

diuraikan dan dikodifikasikan dalam$ ke$rangka pe$raturan pe$rusahaan. 

Ke$rangka pe$rtanggungjawaban yang dite$tapkan ole$h JNE$ Lam$ongan 

m$e$ne$tapkan pe$nggantian se$be$sar se$puluh kali biaya pe$ngirim$an yang 

dike$luarkan, atau batas m$aksim$um$ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang 

be$rlaku jika pe$ngirim$ m$e$m$ilih untuk tidak m$e$ngasuransikan barang 

kirim$annya. 

2. Pe$ngguna jasa JNE$ Lam$ongan m$e$m$iliki pilihan untuk m$e$ne$m$puh jalur 

hukum$ se$bagai tanggapan atas ke$te$rlam$batan dan/atau ke$rusakan barang. 

Hal ini dapat dilakukan de$ngan m$e$ngajukan gugatan atau klaim$ te$rhadap 

JNE$ Ce$ntral Lam$ongan m$e$lalui prose$s hukum$ non-litigasi, yang 

m$e$m$fasilitasi pe$nye$le$saian langsung di luar siste$m$ pe$ngadilan, atau m$e$lalui 
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litigasi, yang m$e$m$e$rlukan prose$s pe$ngadilan form$al. Sam$pai saat ini, be$lum$ 

ada prose$s hukum$ yang dilakukan di dalam$ siste$m$ pe$ngadilan di JNE$ Pusat 

Lam$ongan. 

4.2 Saran 

Be$rdasarkan ke$sim$pulan di atas, m$aka pe$ne$liti m$e$m$be$rikan be$be$rapa 

re$kom$e$ndasi se$bagai be$rikut: 

1. JNE$ Cabang Lam$ongan pe$rlu m$e$ningkatkan ke$pe$rcayaan m$asyarakat 

de$ngan cara m$e$m$astikan bahwa pada saat pe$ngirim$ akan m$e$lakukan 

pe$ngirim$an pake$t, Sale$s Counte$r Office$r m$e$m$be$rikan pe$nje$lasan se$cara 

m$e$nye$luruh m$e$nge$nai pe$raturan dan ke$te$ntuan yang be$rlaku di JNE$ 

Cabang Lam$ongan. JNE$ Ce$ntral Lam$ongan harus m$e$ningkatkan 

ke$je$lasan inform$asi yang dibe$rikan ke$pada pe$ngguna m$e$nge$nai prose$dur 

dan alur pe$nggunaan layanan. Se$lain itu, pe$rlu adanya prose$s pe$ngajuan 

klaim$ ganti rugi yang le$bih e$fisie$n te$rkait de$ngan ke$te$rlam$batan yang 

dialam$i ole$h pe$ngguna jasa JNE$. 

2. Konsum$e$n diim$bau untuk m$e$lakukan uji ke$layakan te$rhadap pake$t yang 

m$e$re$ka kirim$kan m$e$lalui JNE$ Ce$ntral Lam$ongan, kare$na 

pe$rtanggungjawaban tidak hanya m$e$njadi tanggung jawab JNE$ Ce$ntral 

Lam$ongan, nam$un juga ke$te$rlibatan konsum$e$n sangat be$rpe$ngaruh 

te$rhadap pote$nsi te$rjadinya ke$rusakan. 

3. Kam$i m$e$nghim$bau ke$pada m$asyarakat untuk m$e$m$anfaatkan jasa 

pe$ngirim$an yang ditawarkan ole$h JNE$ Ce$ntral Lam$ongan, kare$na JNE $ 

Ce$ntral Lam$ongan be$rkom$itm$e$n untuk m$e$m$be$rikan solusi yang optim$al 

dalam$ hal pe$ngirim$an pake$t yang ce$pat dan am$an. 
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